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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 








 Alif A tidak dilambangkan ا
 Ba B Bc ب
 Ta T Tc ت
 |s|a s ث
es (dengan titik di 
atas) 
 Jim J Je ج
 {h}a h ح
ha (dengan titik di 
bawah) 
 Kha K ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Z ذ
zet (dengan titik di 
atas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syim S es dan ye ش
 {s}ad s ص
es (dengan titik di 
bawah) 
 {d}ad d ض
de (dengan titik di 
bawah) 
 {t}a t ط
te (dengan titik di 
bawah) 
 {z}a z ظ






 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و





 Ya Y Ye ى
 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa 
diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 
dengan tanda (‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut:  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fatha A A آ
 Kasrah I I اِ 






Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu: 








Au a dan u 
Contoh: 
 kaifah : َكْيفَ   
 haula : هَْولَ   
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 










Fathah dan alif atau 
ya’ 
A 
a dan garis di 
atas 
 Kasrah dan ya’ I ى
i dan garis di 
atas 
 Dammah dan wau U و  




 mata : َماَت   
 rama : َرَمى    
 qila : قِْيلْ   







4. Ta>’ marbu>t\ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t\ah ada dua, yaitu: ta>’ 
marbu>t\ah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) 
dilambangkan dengan huruf “t”, ta’ marbutah yang mati (tidak 
berharakat) dilambangkan dengan “h”. 
Contoh: 
  raudal al-at fal : َرَوَضة  اْآلْطَف لِ 
 al-madinah al-fadillah : اَْلَمِد ْينَة  اْلفَا ِضلَة  
 al-hikmah :  اَْلِحْكَمة
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam 
transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
 rabbana : َربَّنَا   
ْينَا     najjainah : نَجَّ
6. Kata Sandang 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf “I” (ل) 
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti 





Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya. 
Contoh:  
 al-falsafah : اَْلفَْلَسفَة     
 al-biladu : اَْلبآِلَد     
7. Hamzah 
Dinyatakan di depan pada daftar transliterasi Arab-Latin bahwa 
hanzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah 
terletak di tengah dan akhir kata. Apabilah hamzah terletak di awal kata, 
ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab iya berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
 umirtu : أ ِمْرت  
2. Hamzah Tengah 
ْونَ   ta’ muruna : تَأْم ر 
3. Hamzah Akhir 
 syai’in : َشْيء  
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 
Indonesia 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 





bisa dilakukan dengan dua cara: bisa terpisah per kata dan bisa pula 
dirangkaikan. 
Contoh: 
   Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (  هللا ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), 
ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
   billah الَّهبِ Dinullah ِدْين  هللا    
Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz 
al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
 Hum fi rahmatillah : فِْي َر ْحَمِة هللا ه مْ    
10. Huruf Kapital 
Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti 
yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh 
kata sanddang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
dari nama diri tersebut, bukun huruf awal dari kata sandang. 
Contoh: Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 





Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 
Swt.  : Subha>nahu> wa ta’a>la> 
Saw.  : Sallallahu> ‘alaihi  wa sallam 
a.s.   : ‘alaihi al-sala>m 
H   : Hijrah 
M   : Masehi 
SM   : Sebelum Masehi 
I   : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.   : Wafat tahun 
QS.../...:4  : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali’Imra>n/3:4 
HR   : Hadis Riwayat 






Nama   : Nurul Asmaul Husna 
NIM     : 30400117021 
Judul : EKSISTENSI MAHAR DALAM PERNIKAHAN DI DUSUN 
TONASA DESA SONGING KECAMATAN SINJAI SELATAN 
KABUPATEN SINJAI 
 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang Eksistensi Mahar 
Dalam Pernikahan Di Dusun Tonasa Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan 
Kabupaten Sinjai. Rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana eksistensi mahar 
dalam pernikahan di Dusun Tonasa Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan 
Kabupaten Sinjai, 2) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap mahar pernikahan 
di Dusun Tonasa Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, 3) 
Bagaimana pelaksanaan mahar pernikahan pada masyarakat di tinjau dari sudut 
pandangan islam. 
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui: 1) eksistensi mahar dalam 
pernikahan di dusun tonasa desa songing kecamatan sinjai selatan kabupaten 
sinjai, 2) persepsi masyarakat terhadap tradisi mahar di dusun tonasa desa songing 
kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai, 3) bagaimana pelaksanaan mahar 
pernikahan pada masyarakat di tinjau dari sudut pandangan islam. Jenis penelitian 
ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis, dan 
fenomenologis. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan 
cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan analisis data 
yang dilakukan  oleh peneliti melalui tiga tahapan, yaitu : Reduksi data, display 
data serta pengambilan keputusan atau verifikasi.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Mahar merupakan pemberian 
yang di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk 
kasih sayangnya kepada perempuan tersebut yang diberikan secara ikhlas dan 
bukan beban. 2) Masyarakat tentang tradisi mahar pada pernikahan masyarakat di 
dusun Tonasa Desa Songing memandang bahwa mahar merupakan factor penentu 
berlangsungnya suatu pernikahan dan merupakan syarat penting pernikahan. 
Pemberian mahar yang berlebihan kemudian tidak sanggup dipenuhi oleh pihak 
laki-laki dan dicemohkan maka hal tersebut tidak seharusnya dilakukan 
dikalangan masyarakat. 3) Syariat Islam tidak memberikan batas minimal ataupun 
maksimal ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin, 
lapang dan sempit. Setiap tempat memilki kebiasaan dan tradisi yang berbeda 
pula, sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat 
menunaikannyasesuai kemampuan, kondisi ekonomi dan adat keluarganya.Maka 
di biarkanlah setiap calon suami menentukan jumlah mahar yang di anggap 
wajar,berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dan sesuai dengan 









A. Latar Belakang 
Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon 
isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta 
kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.
1
 Konsep tentang mahar 
adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak 
dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus 
ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.
2
 
Pelaksanaan upacara perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk 
dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan 
masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. 
Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya 
dilaksanakan sejak masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat 




Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada 
calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak 
bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan pemikiran 
para imam mazhab,
4
atau dengan kata lain mahar adalah pemberian wajib 
berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai 
perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah. Mahar merupakan salah 
satu unsur penting dalam pernikahan. Salah satu usaha Islam dalam 
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menghargai kedudukan seorang wanita yaitu memberikannya hak untuk 
memegang urusan. Di zaman Jahiliyah hak wanita itu dihilangkan dan disia-
siakan, sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya dan 
menggunakan hartanya lalu Islam datang menghilangkan belenggu tersebut 
dan kepadanya diberi hak mahar serta suami diberikan kewajiban membayar 
mahar. 
Sebagaimana dalam QS. AnNisa Ayat 25 dijelaskan bahwa: 
ۡم  ا َملَـَكۡت اَۡيَمان ك  ۡؤِمٰنِت فَِمۡن مَّ ۡحَصٰنِت اۡلم  َوَمۡن لَّۡم يَۡستَِطۡع ِمۡنك ۡم طَۡوًلا اَۡن يَّۡنِكَح اۡلم 
ۡوه نَّ بِاِۡذِن اَ   بَۡعض ٍۚ فَاْنِكح 
ۡنۢۡ ۡم مِّ ك  ۡمِؕ بَۡعض    اَۡعلَم  بِاِۡيَمانِك 
ۡؤِمٰنِتِؕ َوهللٰاٰ ۡن فَتَٰيـتِك م  اۡلم  ٰا ۡهلِِهنَّ وَ مِّ
ِؕ فَاَِذۤا ا ۡحِصنَّ فَاِۡن  تَِّخٰذِت اَۡخَدان  ًَل م  ٰسفِٰحت  وَّ ۡحَصٰنت  َغۡيَر م  ۡوِف م  ۡوَره نَّ بِاۡلَمۡعر  ت ۡوه نَّ ا ج 
ۡحَصٰنِت ِمَن اۡلَعَذاِبِؕ ٰذ لَِك لَِمۡن َخِشَى اۡلَعنََت  اَ تَۡيَن بِفَاِحَشة  فََعلَۡيِهنَّ نِۡصف  َما َعلَى اۡلم 
ۡمِؕ وَ  ِحۡيمِمۡنك    َغف ۡور  رَّ
ۡمِؕ َوهللٰاٰ ۡوا َخۡير  لَّك  اَۡن تَۡصبِر   
Terjemahanya: 
“Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk 
menikahi perempuan merdekayang beriman, maka (dihalalkan 
menikahi perempuan ) ang beriman dari hamba sahaya yang kamu 
miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah 
dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena 
itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka 
maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-
perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) 
perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. 
Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan 
perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari 
apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak 
bersuami). (kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi 
orang-orang yang takut terhadap kesulitandalam menjaga diri (dari 
perbuatab zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. 
Allah maha pengampu, maha penyayang.”
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Ayat diatas menjelaskan bahwa menikah dengan perempuan yang 
merdeka, menuntut syarat dan kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak 
suami seperti memberi mahar, nafkah, dan sebagainya. Maka jika seseorang 
tidak mempunyai biaya dan nafkah yang cukup untuk menikahi seorang 





perempuan merdeka yang beriman, maka dia dibolehkan menikahi hamba 
sahaya yang beriman.  
Orang yang menikah dengan hamba sahaya biasanya mendapatkan 
perlakuan yang kurang baik di dalam masyarakat, bahkan tidak jarang 
mendapat cemohan dan ejekan. Apabila orang menikah dengan hamba 
sahaya mempelakukan dengan baik serta sabar menahan cemohan dan 
ejekan, selama dia melayarkan bahtera rumah tangganya, allah maha 
pengampun dan maha penyayang.  
Pernikahan merupakan salah satu cara untuk melanjutkan keturunan. 
Selain itu Pernikahan juga dapat mempererat hubungan antar keluarga dan 
suku. Menurut kebudayaan yang ada di Bugis, pernikahan yang ideal itu 
adalah pernikahan yang terjadi bila mereka mendapat jodoh masih dalam 
ruang lingkup keluarganya sendiri. 
Sebelum menikah ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh 
mempelai pria, yaitu mempelai pria harus mampu mengelilingi dapur 
sebanyak tujuh kali, dan bila dia mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari maka dia boleh untuk menikah. Alasan lain orang Bugis harus 
mengadakan pesta perkawinan adalah karena hal tersebut sangat berkaitan 
dengan status sosial mereka dalam masyarakat. Semakin meriah sebuah 
pesta, semakin mempertinggi status sosial soseorang. 
6
 
Pellars mengatakan bahwa upacara perkawinan merupakan media 
bagi orang Bugis untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat dengan 
menjalankan ritual-ritual serta mengenakan pakaian-pakaian, perhiasan, dan 
berbagai pernak-pernik tertentu sesuai dengan kedudukan sosial mereka 
dalam masyarakat.
7
 Tak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta 
perkawinan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.  
Madduta atau massuro, merupakan salah satu proses pelaksanaan 
upaccara adat perkawinan orang Bugis di Sulawesi selatan. “Madduta” atau 
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“massuro” (meminang) artinya pihak laki-laki mengutus beberapa orang 
terpandang, baik dari kalangan keluarga maupun selain keluarga, untuk 
menyampaikan lamaran kepada pihak keluarga gadis. Utusan ini disebut 
“To Madduta” sedangkan pihak keluarga gadis yang dikunjungi disebut “To 
Riadduta”i. “To Madduta” memiliki peranan yang sangat penting dalam 
menentukan diterima atau tidaknya suatu pinangan. Oleh karena itu, “To 
Madduta” harus berhati-hati, bijaksana, dan pandai membawa diri agar 
kedua orang tua gadis itu tidak tersinggung. 
8
 
 Madduta biasa juga disebut dengan istilah “mappetu ada”, yaitu 
pertemuan antara kedua belah pihak keluarga untuk merundingkan dan 
memutuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan 
putra-putri mereka. Hal-hal yang dibicarakan dalam acara “mappettu ada” 
tersebut di antaranya mahar (meliputi dui’ menré dan sompa) dan “tanré 
esso” (penentuan hari).
9
  Pembicaraan harus dimulai dari masalah 
mahar karena merupakan tahap yang paling prinsipil dan menjadi penentu 
diterima atau ditolaknya sebuah pinangan.  
Mahar dalam adat perkawinan orang Bugis dikenal sangat tinggi 
karena seorang laki-laki yang akan menikah tidak hanya diwajibkan 
memberi sompa atau mahar sebagai kewajiban seorang muslim, tetapi juga 
diwajibkan memberikan “dui’ menré” (uang naik) atau “dui’ balanca” 
(uang belanja) kepada pihak keluarga perempuan. Menurut Hadikusumah 
“dui’ menré” merupakan uang petindih, yaitu uang jemputan kepada pihak 
perempuan sebagai salah satu syarat sahnya pinangan atau pertunangan 
menurut adat. Dalam pembicaraan ini terjadi tawar-menawar antara “To 
Madduta” dengan “To Riaddutai”. 
10
 
Besar kecilnya jumlah “dui’ menré” dalam perkawinan orang Bugis 
sangat dipengaruhi oleh status sosial pihak perempuan. Semakin tinggi 
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status sosial keluarga perempuan semakin besar pula jumlah “dui’ menré” 
yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, pihak laki-laki 
yang diwakili oleh “To Madduta” harus pandai-pandai melakukan negosiasi 
kepada pihak keluarga perempuan. Jika kedua belah pihak telah menuai 
kesepakatan bersama masalah jumlah mahar berarti pinangan “To Madduta” 
diterima. 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Eksistensi Mahar dalam Pernikahan di Dusun 
Tonasa Desa Songing , Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
  Fokus penelitian adalah sebuah batasan penelitian agar ruang 
lingkup yang akan diteliti menjadi jelas. Pada penelitian ini, fokus 
penelitian ini adalah mengetahui bagaimana eksistensi mahar , dan 
melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi mahar, serta 
mengetahui secara luas bagaimana mahar menurut pandangan islam di 
Dusun Tonasa Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten 
Sinjai. 
2. Deskripsi Fokus 
  Berdasarkan subtansi permasalahan dan subtansi pendekatan 
penelitian yang ditulis oleh penulis dibatasi oleh makna social mahar 




 Eksistensi yang dimaksudkan oleh penulis di sini adalah 
mengetahui keberadaan mahar di tengah-tengah masyarakat pada 
saat dilangsungkannya pernikahan. Peneliti melihat proses 
menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan fenomenologis, 





 Mahar yang dimaksudkan oleh penulis adalah pemberian wajib 
berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai 
perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Misalnya sebidang 
tanah, emas, kebun maupun sawah yang akan menjadi hak milik 
perempuan yang tidak boleh di campuri oleh suaminya kecuali 
sang istri mengizinkan. 
c. Penikahan 
 Pernikahan yang dimaksudkan oleh penulis disini adalah 
upacara pengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh 
dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara 
norma agama, norma hukum, dan norma social. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, ada 
beberapa sub pertanyaan yang mendasar sebagai sebuah masalah yang perlu 
untuk diklarifikasi pada makna sosial mahar pernikahan Di Dusun Tonasa 
Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Untuk lebih 
konkritnya, penulis akan menyusun rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Eksistensi Mahar Di Dusun Tonasa Desa Songing 
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai? 
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Mahar Pernikahan 
Di Dusun Tonasa Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan 
Kabupaten Sinjai? 
3. Bagaimana Pelaksanaan Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Di 
Tinjau Dari Sudut Pandangan Islam? 
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
Kajian pustaka yang dimaksudkan oleh penulis bertujuan untuk 
memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian 




kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Berdasarkan penelusuran 
tentang kajian pustaka yang penulis lakukan dilapangan, penulis 
menemukan beberapa skripsi yang hampir sama denga judul penelitian yang 
akan dilakukan. Adapun hasil penelitian dari beberapa skripsi temuan orang 
lain yang dijadikan sebagai tinjauan yaitu: 
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Halimah B mengenai 
konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer ia menjelaskan 
bahwa pemberian mahar yang dilakukan itu merupakan bentuk penghargaan 
seorang perempuan bukan hanya dalam urusan agama tetapi juga dalam 
urusan sosial. Sebagaimana pada zaman Jahiliyyah perempuan-perempuan 
yang dinikahi tidak diberikan haknya, justru keberadaan perempuan pada 
masa itu sangatlah rendah dalam masyarakat, bahkan perlakuan yang 
mereka terima pun sangar diskriminatif. Maka dengan datangnya islam hak-
hak perempuan kemudian diangkat dan segala bentuk haknya diberikan 
termasuk haknya dalam memperoleh mahar dan kedudukan merekan pun 
tidak terdiskriminatif lagi.  
Sebagaimana dalam tafsir kontemporer para ulama sepakat 
menyatakan bahwa mahar itu merupakan hak ekslusif istri bukan hak orang 
tuanya ataupun kerabatnya. Maka tidak seorang pun yang boleh mengambil 
maharnya kecuali atas persetujuaan dan kerelaan seorang istri. Maka dengan 
adanya pemberian mahar kepada perempian menujukkan adanya keadilan 
pada perempuan
11
 . Yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan 
adalah kondisi yang terjadi dimasyarakat bugis adalah mahar tersebut bukan 
dikuasai oleh pihak perempuan, akan tetapi berada dibawah kekuasaan 
suami beserta istrinya. 
Kedua, penelitian yang ditulis oleh Maisura dengan judul 
“Penetapan Mahar dalam Pernikahan”. Penelitian yang ditulis oleh Maisura 
membahas tentang penetapan mahar dalam masyarakat yang di mana mahar 
tersebut ditentukan oleh keluarga atau orang tua sendiri dari calon pengantin 
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perempuan, penetapan mahar ini juga yang menjadi salah satu masyarakat 
memilih untuk lambat menikah dikarenakan tingginya mahar yang 
ditetapkan.
12
  Perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang akan 
dilakukan adalah di mana mahar yang akan diberikan kepada perempuan 
merupakan mahar yang telah disepakati oleh pihak laki-laki dan perempuan. 
Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Nurwahidah mahasiswa jurusan 
PPKN Fakultas Ilmu Social Universitas Negeri Makassar dengan judul “ 
Kedudukan Sompa (Mahar) dan Uang Belanja dalam Perkawinan 
Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten 
Sinjai. Penelitian ini membahas kedudukan mahar dan uang pannai 
merupakan syarat yang sah sebelum melakukan pernikahan, dan bisa 
berakibat batal pada perkawinan yang telah di rencanakan akibat tidak 
adanya kesepakatan terhadap kedua calon tentang hal tersebut. Penelitian ini 
mempunyai kesamaan terhadap penelitian selanjutnya di mana sama sama 
membahas tentang mahar namun juga memiliki perbedaan di mana peneliti 




E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan sebagaimna tercermin pada 
perumusan masalah sebelumnya, dapat dikemukakan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui eksistensi mahar di Dusun Tonasa Desa 
Songing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. 
b. Untuk mengetahui persepsi mmasyarakat terhadap tradisi mahar 
pernikahan di Dusun Tonasa Desa Songing Kecamatan Sinjai 
Selatan Kabupaten Sinjai. 
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c. Untuk mengetahui mahar menurut pandangan islam. 
2. Manfaat Penelitian 
  Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Manfaat Theoretes 
1) Penelitian ini diharapkan untuk menjadi referensi 
pengembangan keilmuaan mengenai makna sosial mahar 
pernikahan. 
2) Penelitian ini selain menambah pengalaman penulis di 
lapangan juga dapat berguna bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan di masa akan datang. 
3) Menambah wawasan pemikiran tentang makna pernikahan. 
b. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 
mengenai eksistensi mahar dalam pernikahan khususnya di dusun 
tonasa desa songing kecamayan sinjai selatan kabupaten sinjai 







A. Konsep Eksistensi 
1. Pengertian Eksistensi 
Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, 
berasal dari bahasa Inggris yaitu excintence, dari bahasa latin existere 
yang berarti mucul, ada, timbul, memilih keberadaan actual. Dari kata 
ex berarti keluar dan sistereyang berarti muncul atau timbul. Beberapa 
pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua apa 
yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa 
saja) yang ada di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda 
dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya 
sesuatu itu dengan kodrat inherennya).
14
 Sedangkan eksistensialisme 
sendiri adalah gerakan filsafat yang menentang esensial, pusat 
perhatiannya adalah situasi manusia.
15
  
Memahami eksistensialisme, memang bukan hal yang mudah. 
Banyak pendapat perihal definisi dari eksistensi. Tapi, secara garis 
besar, dapat ditarik benang merah, diantara beberapa perbedaan 
devinisi tersebut. Bahwa, para eksistensialis dalam mendefinisikan 
eksistensialisme, merujuk pada sentral kajiannya yaitu cara wujud 
manusia. Pemahaman secara umum, eksistensi berarti keberadaan. 
Akan tetapi, eksistensi dalam kalangan filsafat eksistensialisme 
memiliki arti sebagai cara berada manusia, bukan lagi apa yang ada, 
tapi, apa yang memiliki aktualisasi (ada). Cara manusia berada di 
dunia berbeda dengan cara benda-benda. Benda- benda tidak sadar 
akan keberadaannya, tak ada hubungan antara benda yang satu dengan 
benda yang lainnya, meskipun mereka saling berdampingan. 
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Keberadaan manusia di antara benda-benda itulah yang 
membuat manusia berarti. Cara berada benda-benda berbeda dengan 
cara berada manusia. Dalam filsafat eksistensialisme, bahwa benda 
hanya sebatas “berada”, sedangkan manusia lebih apa yang dikatakan 
“berada”, bukan sebatas ada, tetapi “bereksistensi”. Hal inilah yang 
menunjukan bahwa manusia sadar akan keberadaanya di dunia, berada 
di dunia, dan mengalami keberadaanya berada di dunia. Manusia 
menghadapi dunia, mengerti apa yang dihadapinya, dan mengerti akan 
arti hidupnya. Artinya, manusia adalah subjek, yang menyadari, yang 
sadar akan keberadaan dirinya. Dan barang-barang atau benda yang 
disadarinya adalah objek.
16
 Manusia mancari makna keberadaan di 
dunia bukan pada hakikat manusia sendiri, melainkan pada sesuatu 
yang berhubungan dengan dirinya. Manusia dalam dunianya, 
menggunakan benda-benda yang ada disekitarnya. Di sinilah peran 
aktif manusia yang harus menentukan hakikat keberdaan dirinya di 
dunia ini dan mendorong dirinya untuk selalu beraktifitas sesuai 
dengan pilihan dirinya dalam mengambil jalan hidup di dunia. Dengan 
segala peristiwa kesibukannya, maka manusia dapat menemukan arti 
keberadaanya. 
Manusia dengan segala aktivitasnya, berani menghadapi 
tantangan dunia di luar dirinya. Seperti halnya pendapat dari 
Heigdegger tentang Desain, bahwa manusia selalu menempatkan 
dirinya diatara dunia sekitarnya. Yang mana Desain terdiri dari dua 
kata, da : di sana dan sein : berada, berada disana yaitu di tempat. 
Manusia selalu berinteraksi dan terlibat dalam alam sekitarnya. 
Namun, manusia tidak sama dengan dunia sekitarnya, tidak sama 
dengan benda-benda, dan memiliki keunikan tersendiri, karena 
manusia sadar akan keberadaan dirinya. Manusia adalah makhluk yang 
sadar akan dirinya, maka ia tak dapat dilepaskan dari dirinya. 
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Manusia harus menemukan diri dalam situasi dan berhadapan dengan 
berbagai kemungkinan atau alternative yang dia punyai. Bagi Jasper 
dan Hiedegger, situasi itu menentukan pilihan, kemudian manusia 
membuat pilihan dari berbagai kemungkinan tersebut.
17
 Manusia itu 
terbuka bagi dunianya. Kemampuan untuk berinteraksi dengan hal-hal 
diluar dirinya karena memiliki seperti kepekaan, pengertian, 
pemahaman, perkataan, dan pembicaraan. Dengan mengerti dan 
memahami itulah manusia beserta kesadarannya akan berpotensi di
 antara benda-benda lainya, harus berbuat sesuatu untuk 
mengaktualisasikan potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang 
ada pada dirinya dan memberi manfaat pada dunianya dengan 
berbagai pilihan kemungkinan-kemungkinannya. 
Para pengamat eksistensialisme tidak mempersoalakan tentang 
esensia dari segala yang ada. Karena memang sudah ada, tak pernah 
ada persoalan. Tetapi bagaimana segala yang ada berada dan untuk 
apa berada.
18
Konsep ada- dalam dunia juga diperkenalkan oleh 
Heidegger untuk memahami gejala keberadaan manusia. Bahwa 
manusia hidup dan mengungkap akan keberadaannya dengan meng-
ada di dunia. Manusia, menurut Heidegger tidak menciptakan dirinya 
sendiri, tetapi ia “dilemparkan” ke dalam keberadaan. Dengan cara 
demikian manusia bergantung jawab atas dirinya yang tidak 
diciptakan sendiri itu. Jadi, di satu pihak manusia tidak mampu 
menyebabkan adanya dirinya, tetapi di lain pihak ia tetap bertanggung 
jawab sebagai yg “bertugas” untuk meng-ada-kan dirinya.
19
 
Ada- dalam yang digunakan oleh Heideggger, mengandung arti 
yang dinamis. Yakni mengacu pada hadirnya subjek yang selalu 
berproses. Begitu juga dunia yang dihadirkan oleh Heidegger 
merupakan dunia yang dinamis, hadir dan menampakan diri, bukan 
dunia tertutup, terbatas dan membatasi manusia. Jadi, ada dalam dunia 
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itu tidak menunjuk pada beradanya manusia di dalam dunia seperti 
berada karung atau baju dalam almari, melainkan mewujud dalam 
realitas dasar bahwa manusia hidup dan mengungkapkan 




Persoalan tentang “berada” ini hanya dapat dijawab melalui 
ontologi, dalam artian; jika persoalan ini dihubungkan dengan manusia 
dan dicari artinya dalam hubungan tersebut. Satu-satunya “berada”, 
yang dapat dimengerti sebagai “berada” adalah “beradanya” manusia. 
Perbedaan antara “berada” (Sein) dan “yang berada” (Seiende).
21
Istilah 
“yang berada” (Seiende) hanya berlaku bagi benda-benda, yang bukan 
manusia, jika di pandang pada dirinya sendiri, terpisah dari yang lain, 
hanya berdiri sendiri. 
Benda-benda hanya sekedar ada, hanya terletak begitu saja di 
depan orang, tanpa ada hubungannya dengan orang tersebut. Benda-
benda akan berarti jika dihubungkan dengan manusia, jika manusia 
menggunakan dan memeliharanya. Maka dengan itu benda-benda baru 
memiliki arti dalam hubungan itu. Sedangkan manusia juga berdiri 
sendiri, namun ia berada di tempat di antara dunia sekitarnya. Manusia 
tidak termasuk dalam istilah “yang berada”, tetapi ia “berada”. 
Keberadaan manusia inilah yang disebut oleh Heidegger sebagai 
Desain. Manusia bertanggung jawab untuk meng-ada-kan dirinya, 
sehingga istilah “berada” dapat diartikan mengambil atau 
menempati tempat. Sehingga manusia memang harus keluar dari 
dirinya sendiri dan berada di antara atau di tengah-tengah segala “yang 
berada” , untuk mencapai eksistensinya. 
Ajaran eksistensialisme sangat beragam, tidak hanya satu. Dari 
beberapa penjelasan di atas belum sepenuhnya kita dapat memahami 
devinisi eksistensialisme yang universal, karena pemikiran para filsuf 
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mengenai eksistensialisme memiliki latar belakang yang beragam. 
Sebenarnya, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang bersifat teknis, 
yang tergambar dalam berbagai system, yang berbeda satu sama lain. 
Namun, ada beberapa subtansi atau hal yang sama diantaranya 
sehingga bisa dikatakan sebagai filsafat eksistensialisme. Substansi-
substansi tersebut adalah: 
a. Motif pokoknya adalah cara manusia berada atau eksistensi. 
Hanya manusialah yang bereksistensi. eksistensi adalah cara 
yang khas manusia berada. Pusat perhatian terletak pada 
manusia. Oleh karena itu bersifat humanistik. 
b. Bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi 
berarti menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti 
berbuat, menjadi, merencanakan. Setiap saat manusia menjadi 
lebih atau kurang dari keadaannya semula. 
c. Di dalam filsafat eksistensialisme, manusia dipandang sebagai 
terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang 
masih harus dibentuk. Pada hakikatnya manusia terikat pada 
dunia sekitarnya, terlebih-lebih kepada sesamanya manusia. 
d. Filsafat eksistensialisme memberikan tekanan yang sangat 
besar kepada pengalaman yang eksistensial. Arti pengalaman 
ini berbeda-beda antara satu filosof dengan filosof yang 
lainnya. Heidegger memberi tekanan kepada kematian yang 
menyuramkan segala sesuatu. Marchel kepada pengalaman 
keagamaan dan Jaspers kepada pengalaman hidup yang 




Untuk menerangkan eksistensialisme dengan mengambil ide-
ide utama dari tulisan-tulisan para tokoh, akan mendatangkan 
kebingungan, karena setiap penulis ini mempunyai pikiran tersendiri 
                                                             




tentang apa yang mereka maksud dengan ide “eksistensialisme”. 
Namun, pada initinya eksitensialisme diawal Kierkegaard ke belakang, 
sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Paul Tillich, adalah “sebuah 
gerakan pemberontakan selama lebih dari seratus tahun terhadap 
dehumanisasi manusia dalam masyarakat industri”.
23
  
B. Konsep Mahar 
1. Pengertian Mahar 
Kata “Mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi 
bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau 
barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika 
dilangsungkan akad nikah”. Definisi ini sesuai dengan tradisi yang 




Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu: 
mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba’, ujr, ‘uqar,dan alaiq. 
Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai 
imbalan dari sesuatu yang diterima. Dalam tradisi Arab sebagaimana 
yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih mahar itu meskipun wajib, namun 
tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti 
boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah 
berlangsungnya akad nikah itu.
25
  
Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian 
wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan 
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tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad 
nikah tidak disebut mahar, tetapi nafaqah. Bila pemberian itu dilakukan 
secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti 
pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya 
pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan 
mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada 
mempelai perempuan, tidak disebut mahar.
26
 
Mahar dalam adat perkawinan orang Bugis dikenal sangat tinggi 
karena seorang laki-laki yang akan menikah tidak hanya diwajibkan 
memberi sompa atau mahar sebagai kewajiban seorang muslim, tetapi 
juga diwajibkan memberikan “dui’ menré” (uang naik) atau “dui’ 
balanca” (uang belanja) kepada pihak keluarga perempuan. Menurut 
Hadikusumah , “dui’ menré” merupakan uang petindih, yaitu uang 
jemputan kepada pihak perempuan sebagai salah satu syarat sahnya 
pinangan atau pertunangan menurut adat. Dalam pembicaraan ini terjadi 
tawar-menawar antara “To Madduta” dengan “To Riaddutai”.
27
  
Pihak laki-laki yang diwakili oleh “To Madduta” harus pandai-
pandai melakukan negosiasi kepada pihak keluarga perempuan.Jika 
kedua belah pihak telah menuai kesepakatan bersama masalah jumlah 
mahar berarti pinangan “To Madduta” diterima.  
2. Bentuk, Jenis dan Nilai Mahar 
Pada masa terahir ini di Indonesia biasanya mahar ini 
dilaksanakan dengan memberikan sebuah Al-Qur’an atau terjemahan 
Al-Qur’an atau seperangkat mukenah untuk sholat. Disamping itu 
terkadang dibarengi juga dengan sekedar perhiasan cincin untuk  istri.  
Menurut ketentuan Deptartemen Agama mahar dibuat  sedemikian 
ringannya sehingga tidak menghalangi perkawinan, misalnya sebanyak 
Rp.25,- (dua puluh lima rupiah). Ini tidak perlu menghinakan 
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perempuan yang akan dikawini itu malahan untuk kebaikan secara 
umum anggota masyarakat Islam di Indonesia.  
Pada umumnya mahar dalam bentuk materi, baik berupa uang 
atau barang  lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu 
dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang 
dipegang oleh jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini 
landasanya dalam Al-Qur’an dan demikian juga dalam hadist Nabi. 
Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi 
mahar.
28Dari segi kualifikasi mahar dapat dibagi menjadi dua, mahar 
yang berasal dari benda-benda kongkrit seperti mahar dinar, dirham 
atau emas dalam bentuk manfaat atau jasa, seperti mengajarkan Al-
Qur’an, bernyanyi dan sebagainya. 
Mahar  itu   adalah   suatu   yang   wajib   diadakan   meskipun   
tidak dijelaskan bentuk  harganya pada waktu  akad. Dari  segi 
dijelaskan atau tidaknya  mahar itu  pada waktu  akad, mahar itu  ada 
dua macam  yaitu: Mahar Musamma dan Mahar Mitsil.
29
 
Pertama, Mahar musamma merupakan mahar yang telah jelas 
dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam shighat akad. Inilah mahar 
yang umum berlaku dalam perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami 
untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya 
perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud dan 
nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad pernikahan itu. 
Jenis mahar ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu: 
a. Mahar Musamma Mu’ajjal: yakni mahar yang segera diberikan 
oleh   calon   suami   kepada   calon   isterinya.   Menyegerakan 
pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnat dalam Islam. 
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b. Mahar  Musamma  Ghair  Mu’ajjal,  yakni  mahar  yang  telah 
ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan 
pembayarannya. 
Kedua, Mahar Mitsil  adalah mahar yang   jumlah dan 
bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima   keluarga 
pihak isteri karena tidak  ditentukan  sebelumnya dalam akad nikah. 
Mahar mitsil yaitu  mahar  yang  tidak  disebut  besar  kadarnya  pada  
saat  sebelum ataupun ketika terjadi  pernikahan. Atau mahar yang 
diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga 
terdekat,  agak jauh dari  tetangga  sekitarnya,  dengan mengingat  
status  sosial, kecantikan dan sebagainya. 
Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya 
pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka menurut ulama 
Hanafiyah mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin 
wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, 




Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan:
31
 
a. Dalam keadaan  suami tidak  menyebutkan  sama sekali  
maharnya atau jumlahnya. 
b. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut 
tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut 
cacat seperti maharnya adalah minuman keras. 
c. Suami menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami 
istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut  dan 
tidak dapat diselesaikan. 
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Mahar yang diberikan kepada calon istri,  harus memenuhi 
syarat- syarat sebagai berikut: 
a. Harta / benda yang berharga 
Tidak sah mahar yang dengan yang tidak memiliki harga 
apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau 
sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tetapi 
memiliki nilai, maka tetap sah. 
b. Barang yang suci 
Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena 
semua itu haram dan tidak berharga. hendaknya yang dijadikan 
Mahar itu barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat 
Islam. Jadi, kalau Mahar musamma itu berupa khamr, babi atau 
bangkai dan benda-benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah, 
maka Maliki mengatakan bahwa bila belum terjadi percampuran, 
akadnya fasid. Tetapi bila telah terjadi percampuran, maka akad 
dinyatakan sah dan si istri berhak atas Mahar mitsil. 
c. Miliki sendiri bukan milik orang lain 
Mahar yang diberikan harus milik sendiri dan statusnya bukan 
milik orang lain, apabila mahar yang diberikan bukan kepemilikan 
sendiri, maka menurut jumhur ulama’ akadnya menjadi fasid. 
3. Sifat-Sifat Mahar 
Mahar boleh berupa  uang,  perabotan  rumah tangga,  
binatang,  jasa, harta  perdagangan,  atau  benda-benda  lainnya  yang  
mempunyai  harga.
32
Adapun syarat-syarat yang boleh dijadikan mahar 
adalah sebagai berikut: 
a. Jelas dan diketuhui bentuk dan sifatnya. 
                                                             





b. Barang tersebut milik sendiri secara 
kepemilikan penuh dengan arti memiliki 
dzatnya termasuk manfaatnya, jika hanya salah 
satu saja maka mahar tersebut tidak sah. 
c. Barang  tersebut  memenuhi  syarat  untuk  diperjualbelikan,  
dalam arti    yang tidak  boleh diperjualbelikan dalam Islam 
tidak  boleh dijadikan mahar, seperti babi, minuman keras, 
bangkai. 
d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau waktu yang dijanjikan, 
dalam arti barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya 
tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang 
diudara.  
Mengenai sifat-sifat mahar, ulama fuqoha berpendapat tentang 
sahnya pernikahan  denagn  suatu  barang  tertentu  yang  dikenal  
sifatnya,  yakni tertentu jenis, besar dan sifatnya.
33
 
4. Perkembangan Pemahaman Tentang Mahar 
Masa datangnya Islam berbeda dari masa jahiliyah yang penuh 
dengan kezhaliman, di mana pada saat itu kaum wanita tidak dapat 
bernapas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan 
pemiliknya dengan sekehendak hati, ketika datang dengan panji-
panjinya yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat 
pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk 
menikah serta bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki membayar 
mahar kepada mereka (kaum wanita).
34
 
Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai 
wanita bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan 
yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian maskawin 
dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat 
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kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga 
dirinya, dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-
laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual 
belikan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Islam adalah 
mesti memerhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu 
memberinya hak memegang urusannya.
35
 
Sebab pada zaman jahiliyah hak-hak perempuan dihilangkan 
dan disia-siakan sehingga perempuan tidak berhak memegang harta 
bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena menghabiskan 
hak-hak kekayaannya, dalam syariat Islam wanita diangkat derajatnya 
dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika hendak 
menikahi seorang perempuan. Pengangkatan hak-hak perempuan pada 
zaman jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan pula dengan hak-




Mahar (maskawin) bukanlah untuk menghargai atau menilai 
perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya 
cinta kepada calon isterinya, sehingga dengan suka dan rela hati 
mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya, sebagai 
tanda cinta sebagai pendahuluan,  bahwa  suami  akan terus- menerus 
memberi nafkah kepada isterinya, sebagai kewajiban suami terhadap 
isterinya. Oleh sebab itu, maskawin tidak ditentukan berapa banyaknya, 
tetapi cukup dengan tanda cinta hati. Laki-laki yang tidak mau 
membayar mahar adalah suatu bukti bahwa laki-laki itu tidak menaruh 
cinta walaupun sedikit kepada isterinya.
37
 
Adapun ketentuan mahar dalam Islam menurut para ulama yaitu: 
a. Imam Malik mengatakan bahwa minimal sesuatu yang layak 
dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas (Rp. 119.517,00) 
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atau tiga dirham perak (Rp. 41.055,00), 
b. Hanafiyah mengatakan bahwa yang diamalkan dalam ukuran 
minimal mahar adalah 10 dirham (Rp. 4.780.680,00), 
c. Imam Syafi’i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq dan kalangan tabai’in 
mengatakan bahwa pemberian mahar tidak ada batas 




Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 
mengenai batasan maksimalnya semua ulama sepakat tidak ada 
batasan maksimal mengenai mahar yang diberikan mempelai pria 
kepada isterinya. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan 
begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh 
perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya.
39
 
Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin 
yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang 
yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena 
itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang 
bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak 
yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. 
5. Mahar Munurut pandangan Islam 
Hukum Islam mendudukkan perempuan sebagai makhluk 
terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, 
bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah 
satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan 
kesetiaan cintanya kepada calon istrinya. 
Ekualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan 
dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan lambang jual-beli, 
tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai 
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lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, 




Pada surat an-Nisa’: 4 Allah SWT. Berfirman: 
ل وه  هَنِيئاا  ا فَك  ْم َعْن َشْيء  ِمْنه  نَْفسا قَاتِِهنَّ نِْحلَةا، فَإِْن ِطْبَن لَك  َوآت وا النَِّساَء َصد 
 َمِريئا
Terjemahan: 
“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 




Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami 
dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada dalam 
perwaliannya. Berikanlah maskawin-maskawin, yakni mahar, kepada 
wanita-wanita yang kamu nikahi, baik mereka yatim maupun bukan, 
sebagai pembarian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni 
wanita-wanita yang kamu kawini itu dengan senang hati, tanpa paksaan 
atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh 
maskawin itu, maka makanlah, yakni  ambil  dan gunakanlah sebagai 
pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya.  
Berdasarkan ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk 
memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi 
lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak 
dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta 
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Berangkat dari ayat ini para ulama telah menetapkan bahwa 
mahar itu hukumnya wajib berdasarkan Alquran, sunnah dan ijmak. 
Mahar oleh para ulama di tempatkan sebagai syarat sahnya nikah. 
Dasar hukum mahar tersebut jelaslah bahwa hukum memberi 
mahar itu adalah wajib. Artinya arti laki-laki yang mengawini seorang 
perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa 
suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Dari adanya 
perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka 
ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada 
istri. Tidak ditemukan dalam “literature” ulama yang menempatkan 
sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi 
suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak pakai mahar adalah 
tidak sah. Bahkan ulama Zahiriyyah mengatakan bahwa bila dalam akad 
nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat 
dibatalkan. 
C. Konsep Pernikahan 
1. Pengertian Pernikahan 
Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada 
semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 
Dan ini merupakan fitrah dah kebutuhan Makhluk demi kelangsungan 
hidupnya. 
Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata 
“kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan 
lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
43
 
Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang 
menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan 
digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “Nikah” sendiri 
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Nikah menurut bahasa: al-jam’u dan al-adhamu yang artinya 
kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang 
artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna 
menyetubuhi isrti. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga 
dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa 
Arab “Nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja 
(fil’madhi) “Nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah 
sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.
45
 
Adapun menurut syara’ nikah adalah akad serah terima antara 
laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu 
sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang 
sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, zawaja 
atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya 
mengandung kata, nikah atau tazwij.  
Dari keseluruhan pengertian diatas tampaknya dibuat hanya 
melihat dari segi kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-
laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. 
Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat 
ataupun pengaruhnaya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian 
manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya 
perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga 
memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan 
hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. 
Dalam kaitanya ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan 
definisi akad: “Akad yang membrikan faedah hukum kebolehan 
mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita 
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dan mengadakan tolong menolong dan member batas hak bagi 
pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”
46
 
Jadi perkawinan mengandung aspek akibat hukum, 
melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban 
serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong 
menolong. Kerena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di 




Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan 
tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3:
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Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, 
yaitu akad yang sangat kuat atau mistsaaqon gholiidhan untuk menaati 
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. 
Dalam Undang-undang N0.1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 
disebutkan bahwa: “ perkawinan adalah ikrar lahir batin antara seorang 
pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Jadi perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku 
pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, tumbu-
tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan 
bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan 
hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya 
yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak 
menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas 
mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. 
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Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, 
Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga 
hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan 
berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai 
lambang adanya rasa ridlo- meridloi, dan dihadiri dengan para saksi 
yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah 
saling terkait. 
Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada 
naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum 
perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang 
ternak denga seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam 
diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang 
yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik 
dan menghasilkan buah yang baik pula.
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2. Syarat-syarat Pernikahan 
Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 
tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 
rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu, dan 
takbiratulikhram untuk sholat, atau adanya pengantin laki-laki/ 
perempuan dalam pernikahan.  
Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk 
dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau 
menurut islam, calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama 
Islam. 
Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan 
syarat. 
50
 syarat- syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya 
pernikahan. Jika syarat- syaratnya terpenuhi, pernikahannya sah dan 
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menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan. Syarat-syarat 
pernikahan ada dua, yaitu sebagai berikut: 
Pertama, perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin 
menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukanlah merupakan orang 
yang haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun 
selama-lamaya. 
Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi. Dalam hal ini 
meliputi masalah-masalah berikut: 
a. Hukum mempersaksikan 
Menurut jumhur ulama’ pernikahan yang tidak dihadiri oleh 
para saksi adalah tidak sah. Jika ketika ijab qabul tidak ada saksi, 
sekalipun diumumkan kepada orang ramai maka pernikahannya 
tetap tidak sah. 
b. Syarat-syarat menjadi sah 
Syarat-syarat menjadi saksi adalah berakal sehat, dewasa, dan 
mendengarkan omongan dari kedua belah pihak yang berakad dan 
memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah sebagai 
ijab dan qabul pernikahan. 
Jika yang menjad saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang 
bisu, atau orang-orang yang sedang mabuk, maka pernikahannya 
tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada. 




a. Bersifat adil 
Menurut golongan Imam Syafi’I berpendapat bahwa untuk 
menjadi seorang saksi harus adil sebagaimana disebutkan dalam 




adil”. Menurut mereka ini disyariatkan jika dalam suatu pernikahan 
yang belum diketahui kepastian adil-tidaknya.  
Disini mengenai saksi yang adil ada dua pendapat: menurut 
Syafi’i pernikahan yang disaksikan oleh dua orang yang belum 
dikenal adil-tidaknya, pernikahannya sah. Karena, pernikahan itu 
terjadi diberbagai tempat dikampong-kampung, daerah-daerah 
terencil, dan kota, dimana ada orang yang belum bisa di ketahui adil 
dan tidaknya, hal ini akan menyulitkan. Oleh karena itu cukuplah 
dilihat dari segi lahirnya saja bahwa dia bukan orang yang fasiq. 
b. Laki-laki 
Golongan Syafi’i dan Hambali mensyariatan saksi haruslah laki-
laki. Akad nikah dengan seorang saksi seorang laki-laki dan dua 
orang perempuan adalah tidak sah. Sebagaimana Rasulullah ajarkan 
bahwa tidak boleh seorang perempuan menjadi saksi dalam urusan 
pidana, pernikahan dan talak. Akad nikah bukanlah satu perjanjian 
kebendaan dan bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan dan 
biasanya yang menghindari hal itu adalaj laki-laki. Jadi tidak sah jika 
seorang laki-laki dan dua orang perempuan menjadi saksi dalam 
pernikahan. 
c. Harus merdeka 
Abu Hanifa dan Syafi’I mensyaratkan orang yang menjadi saksi 
harus orang-orang yang merdeka, tetapi Ahmad tidak mengharuskan 
syarat ini. Dia berpendapat akad nikah yang disaksikan oleh dua 
orang budak, hukumnya sah sebagaimana sahnya kesaksian mereka 
dalam masalah-masalah lain, dank arena dal al-Qur’an maupun 
Hadist tidak ada keterangan yang menolak seorang budak untuk 
menjadi saksi dan selama dia jujur serta amanah, kesaksiannya tidak 
boleh ditolak. 




Menurut Ahmad, Syafi’I dam Muhammad bin al-Hasan, 
pernikahan tidak sah jika saksi-saksinya bukan orang islam, sedang 
kesaksian orang non Islam terhadap orang islam dapat di terima. 
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3. Rukun Pernikahan 
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas: 
a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. 
b. Adanya wali dari pihak calon wanita. 
c. Adanya dua orang saksi. 
d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Qabul yang di ucapkan oleh wali 
atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon 
pengantin laki-laki. 
Syarat-syarat mempelai laki-laki: 
a. Calon suami beragama islam 
b. Jelas bahwa calon suami itu benar-benar laki-laki 
c. Orangnya diketahui dan tertentu 
d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal menikah dengan calon 
istri 
e. Calon mempelai laki-laki tahu dan kenal pada calon istri 
f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan 
itu 
g. Tidak sedang melakukan ihram 
h. Tidak mempunyai istri yang dilarang dimadu dengan calon istri 
i. Tidak sedang memiliki istri empat 
 Syarat-syarat mempelai wanita: 
a. Beragama Islam 
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b. Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci) 
c. Wanita itu tertentu orangnya 
d. Halal bagi calon suami 
e. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam 
iddah 
f. Tidak dipaksa 
g. Tidak dalam keadaan ihram.52 
4. Pengertian Pernikahan Siri 
Nikah dibawah tangan, nikah agama, kawin siri, atu lebih 
populer dengan istilah nikah siri merupakan pernikahan yang 
dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat 
Nikah (PPN). Dinamakan Siri karena dilangsungkan secara diam-diam, 
tertutup, rahasia, atau sembunyi- sembunyi tanpa adanya publikasi. 
Meskipun dari sisi Hukum Islam nikah siri ini tidak 
mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum 
positif nikah ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah, karena tidak 
mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Nikah Siri merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata, 
yaitu nikah dan siri. Kata nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata 
benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu 
nakaha, yankihu, nikahan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, 
nikah atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan 
untuk bersuami- isteri (dengan resmi)
.53
 Dan kata siri adalah salah satu 
kata Bahasa Arab yang berasal dari infinitif sirran atau sirriyun. Secara 
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etimologi kata sirran berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin 
atau didalam hati. Sedangkan kata sirriyun berarti secara rahasia, secara 
sembunyi-sembunyi. 
Menurut Idris Ramulyo, S.H., perkawinan dibawah tangan 
adalah : 
”Suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam 
Indonesia, memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat 
perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat 
Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974.”
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Para ahli fikih sepakat bahwa nikah siri yang demikian itu tidak 
sah (batal), karena ada satu syarat sah nikah yang tidak ada yaitu 
kesaksian. Apabila dalam transaksi pernikahan terdapat para saksi dan 
dipublikasikan secara umum, maka pernikahannya tidak disebut siri lagi 
dan sah menurut syariat. Namun apabila kehadiran para saksi telah 
berjanji untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikannya, para ahli 
fikih sepakat akan kemakruhannya dan berbeda pendapat dalam 
keabsahannya. Akan tetapi, ada satu kelompok yang berasumsi bahwa 
adanya para saksi itu berarti telah keluar dari siri, dan kesaksian itu 
sendiri berarti terang-terangan. Jadi tidak ada pengaruh dalam hal 
sahnya transaksi pernikahan disebabkan wasiat atau pesan kepada para 
saksi untuk merahasiakannya. Ada juga sebagian orang yang berasumsi 
bahwa jika transaksi pernikahan itu tidak dihadiri oleh para saksi 
ataupun para saksi hadir namun disertai dengan pesan untuk 
merahasiakannya, maka transaksi pernikahan itu dianggap batal dan 
makruh. 
Konsep nikah siri yang paling banyak dikenal yaitu pernikahan 
yang dilakukan berdasarkan cara-cara agama Islam tetapi tidak dicatat 
oleh petugas resmi pemerintah, baik oleh petugas pencatat nikah (PPN) 
atau di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan. Jadi, 
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yang membedakan nikah siri dengan nikah umum lainnya, secara Islam, 
terletak pada dua hal ; 
a. Tidak tercatat secara resmi oleh petugas pemerintah, dan  
b. Tidak adanya publikasi. 
Konsep nikah sirri seperti itu pada umumnya dianggap sah
55
. 
Hal itu dapat dipahami karena secara fikih Islam semua rukun nikah 
yang merupakan syarat pada saat akad atau transaksi nikah siri pun telah 
terpenuhi. Rukun nikah yang dimaksud, sebagaimana lazim diketahui, 
ada lima, yaitu adanya : 
a. Calon suami dan calon Isteri, 
b. Wali, yang menikahkan, 
c. Para saksi, 
d. Akad, ijab-qabul (transaksi), dan 
e. Mas kawin (mahar). 
Tidak adanya pencatatan secara resmi dan publikasi, menurut 
fikih Islam, memang tidak dapat mengakibatkan batal atau tidak sahnya 
suatu perkawinan. pencatatan resmi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang bersifat administratif. Akan 
tetapi, pencatatan dalam bentuk akta nikah dimaksudkan untuk 
membantu menjaga dan memecahkan berbagai persoalan yang mungkin 
terjadi sebagai akibat dari pernikahan. Demikian pula dengan adanya 
publikasi seperti dengan mengadakan walimah (resepsi/pesta 
pernikahan) sangat berguna agar masyarakat umum mengetahui dan 
mengakui bahwa laki-laki dan perempuan tertentu telah sah menjadi 
suami-isteri, disamping untuk menghindari fitnah. Untuk itulah, menurut 
Islam, dalam suatu pernikahan dianjurkan adanya acara walimah 
(resepsi) walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. 
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Munculnya kasus nikah siri dalam konteks tidak adanya catatan 
secara resmi dari KUA disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda-
beda, seperti karena adanya berbagai hambatan dan faktor ketidaksiapan 
baik secara psikologis, sosiologis, maupun ekonomi. Pernikahan siri 
dilakukan pada umumnya karena terdapatnya masalah-masalah dalam 
masyarakat, antara lain. 
a. Ketidak mampuan ekonomi untuk mengadakan pernikahan 
b. Salah satu atau kedua calon suami-istri masih menjalani studi 
atau terikat kontrak pekerjaan untuk tidak menikah dalam jangka 
waktu tertentu. 
c. Kekhawatiran akan terjadi perzinahan 
d. Dalam hal pernikahan yang kedua kalinya yang tidak disetujui 
oleh istri pertama, atau halangan menikah kedua kalinya bagi 
pegawai negeri sipil. 
e. Adanya tradisi atau paksaaan dari orang tua untuk segera 
menikah 
f. Salah satu atau kedua calon suami-istri tidak mendapat izin, 
restu dan persetujuan dari orang tua/keluarga. 
Pernikahan yang dilakukan secara siri sudah tentu mempunyai 
akibat yang ditimbulkan, antara lain : 
a. Undang-Undang Perkawinan menjadi tidak efektif, sehingga 
tujuan lahirnya UUP tidak tercapai. 
b. Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi 
seperti yang dikehendaki Pasal 2 UUP. 
c. Peningkatan maupun penurunan jumlah penduduk tidak 
terkendali dan sulit di data secara benar. 
d. Terdapat ketidakteraturan, baik dalam hal pernikahannya 




bebas, yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak tertentu, 
khususnya pihak istri. 
e. Tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak menimbulkan  
akibat hukum. 
f. Istri akan kesulitan mengemukakan status perkawinannya, 
karena tidak mempunyai akta nikah. Sehingga istri tidak 
mempunyai hak waris, dan akan kesulitan dalam menuntut harta 
bersama kepada pengadilan sebagai akibat perceraian karena 
tidak memiliki akta nikah. 
g. Status anak secara hukum menjadi anak diluar pernikahan (anak 
luar kawin) dan berstatus tidak mempunyai ayah menurut 
Undang-Undang yang berlaku, sehingga anak hanya ikut kepada 
ibunya dan menjadi tanggung jawab ibunya. Anak hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya saja. Anak tidak dapat menuntut hak ayahnya. 
h. Tidak dapat dijadikan dasar untuk mengikat hak oleh pihak 
wanita sebagai istri, juga anak-anaknya. 
Adapun orang yang menikahkan dalam akad nikah siri adalah 
Kyai, Ustad, pemuka Agama, atau orang yang dianggap memahami 
agama islam, sebagai pengganti wali nikah. Perlu juga diketahui bahwa 
mereka yang bersedia menikahkan secara siri ini hanya orang-orang 
tertentu
56
. Dalam kasus nikah siri sering terjadi orang yang menikahkan 
malah bukan yang berhak menjadi wali nikahnya. Dalam Islam, 
perwakilan wali memang dapat dibenarkan jika memang sangat 
terpaksa. Perwakilan wali nikah terjadi karena yang menjadi wali nikah 
tidak mengetahui atau tidak diberitahu, atau karena yang berhak menjadi 
wali tidak bersedia atau mewakilkannya kepada orang lain. tapi ada juga 
                                                             





yang menikahkan itu adalah wali nikahnya sendiri, baik ayahnya 
ataupun yang lain. 
Nikah siri dalam pengertian suatu pernikahan yang mengikuti 
ketentuan agama Islam dan tercatat oleh PPN dan KUA tetapi belum 
diadakan resepsi secara terbuka dan luas. Dalam pernikahan semacam 
ini biasanya hanya memberitahu atau mengundang sebatas keluarga 
dekat atau sebagian tetangga. 
Dalam skripsi ini penulis cenderung untuk membahas mengenai 
pengertian nikah siri dari pendapat kedua, yaitu nikah siri yang dipahami 
sebagai nikah berdasarkan agama Islam dan belum tercatat di KUA serta 
mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dan akibatnya 
terhadap harta bersama.  
D. Teori-Teori Perubahan Sosial 
Secara garis besar, perubahan sosial dipengaruhi oleh faktor yang 
berasal dari dalam dan luar masyarakat itu sendiri, diantara faktor yang 
berasal dari dalam masyarakat seperti perubahan pada kondisi ekonomi, 
sosial, dan perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi. 
Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang 
terjadi didalam atau mencakup sistem sosial, lebih tepatnya terdapat 
perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. 
Konsep perubahan sosial mencakup tiga gagasan: (1) perbedaan, (2) pada 
waktu berbeda, (3) di antara keadaan sistem sosial yang sama.
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Menurut Gillin dan Gillin, perubahan sosial merupakan suatu 
variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-
perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, 
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Para ahli sejaah, filsafat, ekonomi, dan para sosiolog telah mencoba 
untuk merumuskan prinsip hukum-hukum tentang perubahan sosial, banyak 
yang bependapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan 
sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia. 
Beberapa sosiolog berpendapat bahwa kondisi-kondisi primer yang 
menyebabkan terjadinya perubahan sebagai akibat dari kondisi-konsisi 
tersebut. Kondisi-kondisi ini ialah kondisi-kondisi ekonomi, tekonologi, 
geografis, atau geologis yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan 
pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya.
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Perubahan itu sendiri dibedakan menjadi dua yaitu : perubahan 
secara lambat (evolusioner) dan cepat (revolusioner). 
1. Perubahan Sosial Secara Lambat (Evolusi). 
Perubahan ini terjadi secara lambat karena memerlukan rentetan 
perubahan kecil secara lamban yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku 
masyarakat yang menyesuaikan dirinya dengan adanya pergeseran sosial 
sesuai dengan keperluan, keadaan, dan kondisi yang baru dan sejalan 
dengan adanya proses pertumbuhan ini. 
Perubahan sosial secara evolusioner dipilah kedalam beberapa 
kategori, sebagai berikut: 
a. Unlinier Theories Of Evolution 
Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarkat (termasuk 
kebudayaan) senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan 
tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk 
kehidupan yang sempurna (kompleks). Pelopor teori ini adalah 
Augus Comtee, Herbert Spenser, yang kemudian dikembangkan oleh 
Vilfredo Pareto dalam teori siklus (cyclical theory). 
b. Multilined Theories Of Evolution. 
Teori ini lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap 
tahap perkembangan hal tertentu dalam evolusi masyarakat, 
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misalnya mengadakan penelitian perihal pengaruh perubahan sistem 
pencaharian dan sistem pertanian, terhadap sistem kekeluargaan 
dalam masyarakat yang bersangkutan.
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c. Teori Konflik (Conflict Theory) 
Teori ini banyak diilhami leh pandangan-pandangan Karl Max. 
Frederict Engle, Dan Ralf Dahrendorft. Teori ini memandang 
masyarakat dalam dualisme kelas yang tersusun atas kelas borjuis 
dan proletariat. Sumber perubahan adalah dualisme kelas sosial yang 
selalu bertentangan sebagai akibat ketidakadilan dalam pembagian 
aset-aset sosial ekonomi.   
d. Teori Perubahan Sosial Dahrendroft 
Dahrendroft mengemukakan teorinya bahwa sebagaimana 
stabilitas struktur sosial, perubahan-perubahan dalam struktrur kelas 
sosial akan berdampak pada dua peringkat, yaitu normatif ideologis 
(nilai) dan faktual institusional. Kepentingan  dapat menjadi nilai-
nilai tetapi juga menjadi realitas. 
e. Teori Fungsionalis (Functionalist Theory) 
Teori ini memandang penyebab dari perubahan adalah adanya 
ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada 
masa ini yang memengaruhi pribadi mereka. William Ogburn 
menjelaskan, bahwa meskipun terdapat hubungan yang 
berkesinambungan antara unsur sosial satu dan yang lain, namun 
dalam perubahan ternyata masih ada sebagian yang mengalami 
perubahan tetapi sebagian yang lain masih dalam keadaan tetap 
(statis). 
f. Teori Siklus (cyclical Theory) 
Teori ini menggambarkan bahwa perubahan sosial bagaikan 
roda yang sedang berputar, yang artinya perputaran zaman 
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merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dielak oleh siapapun dan 
tidak dapat dikendalikan oleh siapaun. 
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2. Perubahan Sosial Secara Cepat (Revolusi) 
Peubahan sosial secara cepat akan terjadi pada sendi-sendi atau 
dasar pokok dari kehidupan masyakarat (yaitu lembaga-lembaga 
kemasyarakatan) lazimnya dinamakan Revolusi. Unsur-unsru pokok dari 
revolusi yaitu adanya perubahan secara cepat  pada senid-sendi atau 
dasar-dasar pokok dari kehidupan masyarakat.  
Secara sosiologis, agar revolsi dapat terjadi maka harus dipenuhi 
syarat-syarat tertentu, antara lain: 
a. Harus ada keinginan umum untuk mengadakan perubahan, 
didalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas dengan 
keadaan ini. 
b. Adanya dorongan pemimpin atau sekelompok ornag yang 
dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut. Bangsa 
Indonesia sebagai salah satu bangsa yang memercayai mitos.  
c. Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan 
tersebut untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa 
tidak puas dari masyarakat untuk dijadikan program dan arah 
bagi geraknya masyakarat 
d. Pemimpin tersebut harus menunjukkan tujuan baik yang konkrer 
dan dapat dilihat pada masyarakat maupun tujuan yang abstrak 
seperti ideologi tertentu. 
Harus ada “momentum” untuk revolusi, yaitu saat ini dimana 
segala keadaan dan faktor sosial adalah baik sekali untk mulai dengan 
gerakan revolusi, jika “momentum” yang dipilih keliru, maka revolusi 
gagal. 
                                                             
 61 61Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemanan Fakta dan 








A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui 
lebih dalam mengenai eksistensi mahar di Dusun Tonasa Desa Songing 
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, sehingga variable-variabel 
yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diperoleh jawaban dari 
permasalahan secara mendalam. Oleh karena itu, objek yang akan 
dijadikan fokus pada penelitian ini berupa fenomena atau gejala yang 
akan sulit dijelaskan dengan angka-angka, namun lebih muda untuk 
dijelaskan dengan menggunakan penjelasan melalui kata-kata. 
Jenis penelitian yang dipakai dalam metode kualitatif pada 
penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian 
lapangan atau field research adalah penelitian yang yang dilakukan 
dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan dengan objek 
penelitian yang difokuskan kepada masyarakat desa songing yang 
menjadi subjek dalam penelitian ini. 
Penelitian lapangan atau field research dibantu dengan 
penelitian deskriptif.Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai 
prosedur untuk memecahkan suatu masalah yang sedang diteliti dengan 
menggambarkan kondisi keadaan subjek dan objek penelitian seseorang, 
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2. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini akan berlokasi 
di Dusun Tonasa Desa Song Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten 
Sinjai. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dalam 
penelitian ini penulis dituntut untuk lebih banyak menggunakan logika, 
olehnya itu data yang diperoleh di lapangan yaitu yang bersifat keterangan-
keterangan atau informasi-informasi yang berupa uraian-uraian bukan dalam 
bentuk simbol atau angka
63
. Data yang diperoleh bersumber dari studi 
lapangan atau file research dengan menggunakan metode yang akan 
diuraikan sebagai berikut. 
1. Pendekatan Sosiologis 
Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang secara 
umum digunakan pada penelitian sosial. Pendekatan ini digunakan 
dengan cara mengaitkan teori-teori sosial yang ada yang berkaitan 
dengan suatu fenomena-fenomena sosial yang terjadi dan menjadi titik 
fokus dalam penelitian. 
2. Pendekatan Fenomenologis 
Pendekatan ini digunakan dalam sebuah penelitian untuk 
menganalisis suatu permasalahan yang terjadi di lapangan atau lokasi 
penelitian, yang dalam penelitian ini ingin melihat eksistensi mahar 
dalam pernikahan di dusun tonasa desa songing kecamatan sinjai selatan 
kabupaten sinjai.  
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, data 
primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
objek penelitian dengan cara menggunakan daftar pertanyaan atau 
wawancara.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah 
berupa hasil penelitian, buku-buku, serta jurnal yang berkaitan dengan 
penelitian yang peneliti lakukan. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Peneliti menggunakan beberapa metode yang dijadikan alat dalam 
pengambilan data. Metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Metode Observasi 
Metode observasi lapangan adalah metode yang digunakan 
untuk mengetahui dan mengamati secara langsung bagaimana eksistensi 
mahar dalam pernikahan.  
2. Metode Wawancara 
Interview atau w awancara adalah suatu metode yang digunakan 
untuk mendapatkan data dengan cara tanya jawab baik itu dalam bentuk 
percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi. Peneliti 
melakukan proses wawancara untuk meminta informasi atau ungkapan 




Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan bahan-
bahan dalam bentuk dokumen. Tujuan dari metode ini adalah untuk 
melengkapi data-data wawancara dan observasi. Oleh karena itu, penulis 
merasa perlu untuk membuat sebuah catatan-catatan yang berkaitan 
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dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan dalam bentuk 
dokumentasi. Biasanya dalam bentuk catatan hasil wawancara, rekaman 
wawancara, dan berupa foto-foto sehingga dapat mendukung kevalidan 
data yang diteliti. Adapun data-data yang diperoleh dari hasil 
dokumentasi dari beberapa foto-foto yang ada di lokasi penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
data. Metode atau teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah fieled 
research (penelitian lapangan), yang dilakukan untuk mengumpulkan data-
data yang berhubungan dengan permasalahan.
65
  
Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja 
dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan 
lainnya. Instrument penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang 
digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati. 
Setelah masalah di lapangan terlihat jelas, maka instrumen didukung dengan 
pedoman observasi, pedoman wawancara, kamera, alat perekam, dan alat-
alat dokumentasi berupa foto-foto atau gambar. 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis 
data kualitatif. Adapun analisis data kualitatif sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang memilih, 
memfokuskan, membuang, mempertajam serta menyusun data dengan 
cara kesimpulan sebuah penelitian dapat diverifikasi dan digambarkan.
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Reduksi data berfungsi untuk memberikan suatu gambaran dan 
mempermudah peneliti mencari jika sewaktu-waktu data tersebut 
diperlukan. Reduksi data dapat digunakan untuk menganalisis data 
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dengan cara memilah data yang dirasa perlu disajikan serta 
mengesampingkan data yang dirasa tidak perlu dengan masalah yang 
akan diteliti. Akan tetapi pengesampingan data tersebut bukan semata-
mata dibuang atau dihilangkan, hanya saja disimpan disuatu tempat 
sehingga dapat mempermudah peneliti jika sewaktu-waktu data tersebut 
diperlukan. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Salah satu analisiS dari data kualitatif adalah penyajian data. 
Penyajian data atau data display dilakukan dengan tujuan agar 
memudahkan penulis dalam menyusun sebuah data yang didapatkan 
atau diperoleh dalam penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk 
menarik sebuah kesimpulan. 
Penulis menyajikan data dalam bentuk teks naratif dan dalam 
bentuk tabel dengan menguraikan permasalahn-permasalahan yang ada 
dalam bentuk kalimat yang kemudian dideskripsikan dan 
diuraikan.Sedangkan penyajian data dalam bentuk tabel peneliti gunakan 
untuk menyajikan data secara sistematis atau teratur, lebih spesifik, dan 
singkat dengan tujuan untuk memudahkan penyusunan dan penyimpulan 
data dalam sebuah penelitian. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan adalah proses atau tahapan terakhir dalam 
analisis data. Pada tahap ini peneliti mengemukakan kesimpulan awal 
yang sifatnya sementara yang selanjutnya diperkuat atau diperjelas 







A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kabupaten Sinjai 
Kabupaten Sinjai terletak di Jazirah Selatan bagian timur 
provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya Sinjai Utara. Berada 
Pada Posisi 50 19’ 30” sampai 5 36’ 47” LS dan 119 48’ 30” sampai 
120 0’0” BT. Yang dimana letak geografis terdiri atas dataran rendah 
di kecamatan Sinjai Utara, Tellulimpoe dan Sinjai Timur. Selanjutnya 
daerah dataran tinggi dimulai dari Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai 
Selatan, dan Sinjai Borong. Selain itu terdapat pula satu kecamatan unik 
yaitu kecamatan pulau Sembilan yang berupa hamparan 9 pulau yang 
berderet sampai mendekati pulau Buton. 
a. Letak Geografis dan Administrasi 
Secara geografis, wilayah kabupaten Sinjai terletak di bagian 
Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan potensi sumber daya 
yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, disamping memiliki 
luas wilayah yang relative luas. Kabupaten Sinjai secara astronomis 
terletak 52’ 56”-5 21’ 16” (LS) dan antara 119 56’ 30”- 120 25’ 
33” (BT), yang berada di pantai Timur Bagian Selatan Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut: 
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone; 
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba; 
dan 
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa; 
Secara administrative, kabupaten Sinjai mencakup 9 
kecamatan, 13 kelurahan, dan 67 desa. Adapun rinciannya adalah 
sebagai berikut: 
1) Kecamatan Sinjai Utara, 5 kelurahan 




3) Kecamatan Sinjai Barat, 1 kelurahan 8 desa 
4) Kecamatan Sinjai Selatan, 1 kelurahan 10 desa 
5) Kecamatan Sinjai Borong, 1 kelurahan 7 desa 
6) Kecamatan Bulupoddo, 7 desa 
7) Kecamatan Tellu Limpoe, 1 kelurahan 10 desa 
8) Kecamatan Pulau Sembilan, 4 desa yang merupakan wilayah 
kepulauan. 
b. Kondisi Fisik Dasar Wilayah 
Tinjauan terhadap aspek fisik wilayah dimaksudkan untuk 
mengetahui potensi dan kendala yang dihadapi Kabupaten Sinjai 
dalam mengembangkan wilayahnya dimasa mendatang. Beberapa 
aspek fisik yang menjadi kajian meliputi: aspek fisik wilayah, 
kependudukan dan sumber daya manusia, aspek perekonomian, 
potensi bencana alam, potensi sumber daya alam, dan berbagai 
aspek lainnya. 
2. Desa Songing 
a. Sejarah Desa 
Desa Songing pada awal mulanya disebut Katinroang. 
Disebut Katinroang karena pada zaman dalu ada seorang pendatang 
yang singgah beristirahat  bermalam di Desa Songing akan tetapi 
pada esok harinya orang tersebut ditemukan meninggal dalam 
tidurnya, oleh karena itu dikatakan katinroang. Setelah beberapa 
waktu Desa yang sebelumnya di beri nama katinroang diganti 
dengan Desa songing dan songing diambil nama buah dengan bahasa 
Bugis karena terdapat banyak buah-buahan Songing di Desa tersebut 
dan pada tahun 1962 Katinroang menjadi Desa defenitif dan diberi 
nama Desa Songing yang dipimpin oleh  Muh. Yahya.  
Adapun batas-batas administratif Desa Songing sebagai berikut : 
- Sebelah utara   : Desa Polewali 
- Sebelah selatan  : Desa Puncak 




- Sebelah barat   : Desa Polewali   
 




1) Potensi Sumberdaya 
Jumlah penduduk di Desa Songing adalah 2237 jiwa, 
tersebar di 4 Dusun, dengan distribusi penduduk menurut jenis 
kelamin yakni laki-laki 1.079 orang dan perempuan 1.158 orang 
dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 556 KK. 
a) Pendidikan 
Mengenai bidang pendidikan, sebagian besar masyarakat 
Desa Songing tamat padaSekolah Menengah Atas (SMA). 
Adapun sarana pendidikan yangtersedia di Desa Songing 
hanya memiliki 2 Gedung Sekolah Dasar/ Sederajat dan 1 
SekolahMenengah Pertama (SMP)/Sederajat dan 1 Sekolah 
Menengah Atas/Sederajat. 
b) Mata Pencaharian Pokok 
Dalam pemenuhan kebutuhan mata pencaharian, 




Dimana, potensi dari Desa Songing cukup tinggi dalam hal 
petanian dan perkebunan. Contohnya  padi, cengkeh dan 
Hanya saja dalam proses pemasarannya dan pengangkutan 
produksi sebagian masih sulit di jangkau oleh alat 
transportasi mengakibatkan produksi di Desa ini menurun 
sehingga tingkat kesejahteraan Desa ini kurang. 
c) Agama Bidang kepercayaan.  
Masyarakat Desa Songing memeluk agama Islam 100%. 
Sarana peribadatan yang tersedia adalah Tujuh bangunan 
mesjid. Kehidupan beragama di Desa ini tergolong sangat 
kental yang ditandai dengan keaktifan ibu-ibu peserta 
majelistaqlim, selain itu terdapat sekolah Agama Islam yang 
sifatnya formal maupun non- formal. 
c. Potensi Kelembagaan 
1) Lembaga Pemerintahan Pemerintah Desa 
Jumlah Aparat Desa : 9 Orang 
a) Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) Jumlah Anggota Lembaga Pemasyarakatan : 
Seluruh IRT Desa Songing 
b) Lembaga Pendidikan 
 Sekolah Menengah Pertama(SMP)  : 1 Unit 
 SD dan sederajat     : 2 Unit 
 Sarana Ibadah     : 7 Unit 
 Lapangan takraw     : 4 Unit. 
 Lapangan Sepak Bola    : 1 Unit. 
 Lapangan Bola Foly   : 2 Unit 





c) Kondisi sosial 
No. Uraian Jumlah Keterangan 
 1. Kependudukan 
A. Jumlah Penduduk (Jiwa)  
B. Jumlah KK  
C. Jumlah laki-laki 
a. 0 – 15 tahun  
b. 16 – 55 tahun  
c. Diatas 55 tahun  
D. Jumlah perempuan 
a. 0 – 15 tahun  
b. 16 – 55 tahun  
c. Diatas 55 tahun  
 
2237 Jiwa 






 2. Kesejahteraan Sosial  
A. Jumlah KK Sejahtera  
B. Jumlah KK Prasejahtera 
C. Jumlah KK Kaya 
D. Jumlah KK Sedang 
E. Jumlah KK Miskin 
  
 3. Tingkat Pendidikan 
A. Tidak tamat SD 








 4. Mata Pencaharian 
A. Buruh Tani 
B. Petani 
C. Peternak  
D. Pedagang  
E. Tukang Kayu  
F. Tukang Batu  
G. Penjahit  
H. PNS 1 Jiwa 
I. Pensiunan 1 Jiwa 
J. TNI/Polri  
K. Perangkat Desa  
L. Pengrajin  
M. Industri kecil  




Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : 
1) Kependudukan. 
Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan 
usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, 
produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 21% : 61% : 
18%. Dari 2931 jumlah penduduk yang berada pada 
kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya 





Jumlah KK Sedang mendominasi yaitu 29,2 % dari 
total KK, KK pra sejahtera 24 %, KK sejahtera 17,9 % KK 
Kaya 16,3 %. dan KK Miskin 12,5 %. Dengan banyaknya 
KK prasejahtera inilah maka Desa Songing termasuk dalam 
Desa tertinggal 
3) TingkatPendidikan 
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama 
pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga 
jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat 
Pertama. 
4) Mata Pencaharian 
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani 
dan buruh tani. hal ini disebabkan karena sudah turun 
temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan 
juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan 
masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak 
punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh 
Pabrik. 
5) Agama 
Seluruh warga masyarakat Desa Songing adalah 
Muslim ( Islam ) 
d. Kondisi ekonomi 
Gambaran umum mengenai kondisi ekonomi masyarakat 
desa Songing dapat dilihat dari potensi sumber daya yang ada 
seperti sumber daya alam, sumber daya manusia,sumber daya 
kelembagaan dan sumber daya prasarana dan sarana. 
Potensi sumber daya berupa pertanian, kehutanan, 
perkebunan dan idustri gulamerah adalah merupakan potensi sumber 




hampir hampir 80 % masyarakat desa Songing adalah petani dan 
peternaksapi, ekonomi masyarakat menjadi sangat baik dan 
berdampak pada angka kemiskinanserta Upaya-Upaya yang 
dilakukandalam rangka untuk menumbuh kembangan perekonomian 
desa membantu masyarakat mengetasi permasalahannya antara lain: 
1) Melakukan pemberdayaan dan pembinaan berupa 
pendidikan dan keterampilan penanaman Padi pada 
kelompok tani bekerjasama dengan dinas pertanian dan 
pengurus kelomok tani desa. 
2) Melakukan pemberdayaan dan pembinaan pada lembaga 
keuangan desa (BUMDES) agar tetap dapat berfungsi 
sebagai Lembaga keuangan alternatif yang bergerak dalam 
Perekonomian desa serta membantu masyarakat 
e. Kondisi Pemerintahan Desa 
Pembagian Wilayah Desa Songing Terdiri dari 4 dusun yaitu  
1) Dusun Tonasa 
2) Dusun Balimengko 
3) Dusum Bonto 
4) Dusun Mattoanging67 
B. Eksistensi Mahar Dalam Pernikahan 
Mahar merupakan salah satu syarat sah sebuah akad nikah pada 
zaman modern saat ini mulai mengalami pergeseran nilai. Pemberian mahar 
pada saat ini hanya dianggap sebagai salah satu bagian dalam ritualitas akad 
nikah sehingga tujuan syari (al-maqosid) dari kewajiban mahar tereduksi 
oleh nilai-nilai lain selain islam. Sehingga wajar jika pemberian mahar atau 
bentuk mahar yang diberikan atau diminta saat ini aneh-aneh bentuk dan 
nilainya. Ada mahar yang berupa sejumlah uang dengan nilai sesuai dengan 
tanggal nikah, ada juga mahar berupa kumpulan uang yang dibentuk 
menyerupai benda tertentu. Bahkan ada mahar dalam bentuk skripsi, ijazah 
                                                             




kelulusan, dan lain sebagainya. Mahar yang paling sederhana dan paling 
umum di masyarakat kita adalah mahar seperangkat alat sholat dan al-qur’an 
yang telah menjadi tradisi turun temurun, entah dari mana asalnya yang jelas 
mahar tanpa dua benda tersebut dirasa kurang “afdhol”.  
Sesuai dengan informan yang di kemukakan oleh Amiruddin 
menyatakan bahwa:    
“Sompa itu sesuatu iyanatihie pihak furane lao di makkunraie entah 
aro hartana atau apapun itu yag jelas ikhlaski pihak furane 
mebberangngi. Itu sompae botting makkunraie pattentui aga elo na 
illau jadi sompa, enna gaga campuru’na tomatoae kecuali calong 
bottingnge mengizinkan“ 
“Mahar adalah sesuatu yang diberikan laik-laki kepada perempuan, 
baik itu harta atau barang apa pun yang didasari atas kerelaan antara 
pihak laki-laki dan pihak perempuan. Berbicara mengenai mahar 
perempuanlah yang lebih berhak dalam penentuannya stidak boleh 




Sementara informasi yang diperoleh dari Bahtiar menjelaskan 
bahwa: 
“Sompa itu supaya enna gaga terjadi hal yang tidak diinginkan 
kofurai botting iyya na fugau pihak furane” 




Sesuai dengan informan bernama Latief mengatakan bahwa: 
“Sompa itu attoneng tonengnga pihak furane lao dimakkunraie sebagai 
bukti cintanya, sebagai tanggung jawabnya juga lao ditomatoanna kalau 
dia bisadan mampu untuk menafkahi anaknya” 
“kesungguhan mempelai pria dalam memberikaon mahar (dalam 
kemampuannya) menyiratkan penghargaan yang tinggi kepada calon 
mempelai wanita dan juga kedua orang tuanya. Orang tua mempelai 
wanita juga akan mendapatkan kesan mendalam, betapa calon 
menatunya berupaya memberikan penghargaan yang tinggi terhadap 
anaknya, dalam ketulusan dan wujud terbaik yang bias diusahakan 
calon menantunya. Kesan pertama yang setidaknya dapat 
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Jika mahar yang menjadi harta milik wanita maka bisa dibayangkan 
jika maharnya adalah harta yang produktif seperti sapi, kebau, tanah 
pertanian, mobil, uang, emas, dan lain sebagainya maka harta tersebut akan 
dapat digunakan oleh istri untuk melakukan investasi dan usaha yang akan 
menjamin kebutuhannya sehingga ia tidak perlu lagi bekerja di luar, dan 
tidak perlu lagi untuk mengemis uang nafkah ke suami. Sehingga 
kemandiriannya sebagai wanita akan terwujud dan kemuliaannya akan 
terjaga karna akan banyak terhindar dari kasus KDRT yang sering terjadi 
akibat lemahnya kedudukan wanita dalam rumah tangga dan yang lebih 
terasa lagi manfaatnya jika suami meninggal dan meninggalkan beberapa 
orang anak, maka selain harta warisan sang suami, harta dari mahar pun 
akan mampu menjaga kemuliaan seorang wanita pada saat berstatus janda.  
Sesuai dengan informan bernama Muh. Ali mengatakan bahwa: 
“Sompa itu taniami makkada harta yang dibayar sebagai ganti 
ruginya makkunraie tapi itu sompa hadiah iyya diarengngi pihak 
furane sebagai seuatu yang wajib dari pernikahan” 
Mahar adalah bahwa ia bukan sekedar harta yang dibayar sebagai 
ganti dari apa yang diberikan wanita dari dirinya, namun merupakan 
hadiah yang diberikan pria kepada wanita sebagai konsekuensi wajib 
dari suatu akad nikah”
71
 
Hal senada juga di ungkapkan oleh Ramli yang menyatakan bahwa: 
“Sompa itu pemberianna furane dengan ikhlas lao dimakkunraie” 
“Mahar merupakan pemberian pihak laki-laki yang diberikan kepada 
pihak perempuan atas dasar kerelaan ikhlas bukan beban”
72
 
Pemberian mahar suami sebagai lambang kesungguhan suami 
terhadap istri. Selain itu juga mencerminkan kasih saying dan kesediaan 
suami hidup bersama istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan 
rumah tangga dan keluarga. Ia juga merupakan penghormatan seorang 
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suami terhadap istri. Mahar dalam agama islam dinilai dengan 
menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karna mahar 
merupakan harta dan bukan semata-mata sebagai sebuah symbol. Wanita 
dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nomial tertentu 
seperti uang tunai, emas, rumah, tanah, kendaraan, atau benda berharga 
lainnya. Namun demikian, mempelai wanita sebagai pihak penerima 
memiliki hak penuh untuk menerima maupun menolak mahar tersebut. 
Hikmah disyariatkannya mahar dalam nikah adalah sebagai ganti dari 
dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Di 
samping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak 
wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak 
suami.  
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mahar 
Dalam pernikahan terdapat beberapa syarat yang harus dilewati 
sebelum melaksanakannya, baik itu berupa tuntutan Agama maupun 
tuntutan adat daerah setempat. Salah satunya adalah terpenuhinya 
pemberian mahar. Masyarakat yang berada di dusun tonasa desa songing 
mahar merupakan factor penentu berlangsungnya suatu pernikahan. Sesuai 
yang diungkapkan oleh Amiruddin yang berpendapat bahwa: 
“Sompa itu iyya panentui terjadinya pernikahan, itu abottinengnge 
enna na jaji iyako sompae enna na fada na elorie makkunraie nasaba 
itu to sompae na mappannesa taue di masyarakat” 
“Mahar meupakan factor yang menentukan berlangsungnya suatu 
pernikahan, pernikahan tidak akan berlangsung ketika pemberian 
mahar tidak sesuai dengan keinginan keluarga calon mempelai 
perempuan, lebih lanjut mahar yang diberikan akan menunjukkan 
status social dikalangan masyarakat.”
73
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Latief mengatakan bahwa: 
“Sompa itu sesuatu yang wajiba nasaba ko degage simpa enna na 
jaji abottinengnge” 
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“Mahar adalah salah satu syarat penting dalam suatu pernikahan dan 




Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulakan bahwa Mahar 
pada adat pernikahan di Dusun Tonasa Desa Songing merupakan factor 
penentu untuk melaksanakan suatu pernikahan yang dimana ketika 
keberadaan mahar tidak diberikan sesuai dengan tuntutan pihak perempuan 
biasanya terjadi pembatalan pernikahan. Sesuai pernyataan Hidayatul yang 
menyatakan bahwa : 
“Suatu kewajiban calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada 
calon mempelai perempuan, ia juga mengatakan bahwa tingginya 
mahar sangat memberatkan dimana sering terjadi pembatalan 
pernikahan karna pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi jumlah 
mahar yang diminta oleh perempuan seperti yang pernah terjadi pada 
keluarga Risnawati yang pihaknya meminta mahar tanah tapi yang 




Sesuai wawancara dari Fian menyatakan bahwa: 
“Menurut saya tingginya mahar sangat memberatkan karna besar 
kecilnya mahar pada masyarakat di Dusun Tonasa Desa Songing 
tidak terlalu banyak berpengaruh pada kelangengan suatu pernikahan 
dalam bentuk suatu keluargaya yang bahagia.pada umumnya jumlah 
mahar yang merupakan salah satu factor penting dalam pernikahan 
pada masyarakat di Dusun Tonasa Desa Songing tidak banyak 
berpengaruh trhadap kelangsungan dan kelanggengan suatu 
pernikahan.seperti halnya juga yang pernah terjadi pada keluarga 
Nurfadillah yang batal melangsungkan pernikahan dikeranakan 
permintaan mahar dari pihaknya terlalu mahal yang tidak bisa 
disanggupi oleh pihak laki-laki,
76
 
Apabila pihak perempuan berasal dari keturunan bangsawan atau 
karaeng sedangkan pihak laki-laki berasal dari keturunan orang biasa maka 
pihak laki-laki harus bisa memenuhi segala permintaan pihak perempuan, 
maka tidak jarang pihak laki-laki harus menjual segala harta yang dimiliki 
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dan bahkan berhutang demi untuk memenuhi ketentuan adat pernikahan 
tersebut. Sesuai pernyataan dari Muzakkir bahwa: 
“Mahar merupakan salah satu hak istri yang wajib hukumnya, serta 
pemberian mahar tersebut harus berdasarkan keikhlasan dari suami 




Menilai secara objektif berbagai masalah yang ditimbulkan oleh 
aturan adat dalam suatu pernikahan , maka ketentuan adat tersebut bisa 
dikatakan bersebrangan dengan aturan nikah itu sendiri, baik dilihat dari 
segi agama islamyang lebih menitik beratkan pada hakekat dan tujuan 
pernikahan dari pada aspek material. Tetapi ini bukan berarti ketentuan adat 
tersebut ada unsur “membeli” seorang perempuan, melainkan semata mata 
hanya ketentuan adat. Seperti yang dikemukakan oleh Bahtiar yang 
mengatakan bahwa: 
“Ketentuan adat merupakan unsur pokok yang menjadi perhatian 
utama dalam suatu pernikahan, lebih lanjut ia mengatakan bahwa 
besarnya jumlah mahar semata-mata karna ketentuan adat yang mau 
tidak mau harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki. Menurutnya 
mahar yang besar untuk kepentingan kedua belah pihak, baik pada 
saat pelaksanaan pernikahan maupun setelah pernikahan.”
78
 
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa, sebagian 
masyarakat untuk memelihara kehormatan keluarga maka salah satu jalan 
untuk mempertahankannya adalah tetap menjalankan ketentuan adat yang 
berlaku di kalangan masyarakat di Dusun Tonasa Desa Songing. Meskipun 
ketentuan adat tentang pemberian mahar memberatkan sebagian masyarakat, 
namun ketentuan adat sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berkembang 
dimasyarakat. Sesuai pernyataan dari Muh. Ali menyatakan bahwa: 
“Sompa fabberanna furane lao dimakkunraie iyya na bottinie, 
doi, atau benda sebagai syarat sahnya pernikahan. Jumlahnya 
enna natentu tergantung dari strata sosialnya pihak 
makkunraie” 
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“Mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada pihak 
perempuan yang dinikahinya, berupa uang atau benda, sebagai 
salah satu syarat sahnya pernikahan. Jumlahnya bervariasi 
menurut starata social atau tingkata social calon mempelai 
perempuan, mahalnya mahar yang bawakan oleh pijak laki-laki 
ke pihak perempuan akan menunjukkan status sosialnya 
ditengah-tengah masyarakat”
79 
Dari hasil penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa masalah 
pemberian mahar yang berlebihan kemudian tidak sanggup dipenuhi oleh 
pihak laki-laki dan dicemohkan maka hal tersebut tidak seharusnya 
dilakukan dikalangan masyarakat. Dalam kaitan ini ketentuan adat tidak 
selamanya sejalan dengan ketentuan agama yang lebih menitik beratkan 
pada tujuan pernikahan itu sendiri dan bukan pada mahar itu sendiri.  
Namun demikian perbedaan dalam penentuan jumlah mahar dalam 
adat pernikahan antara golongan bangsawan dan golongan masyarakat biasa 
tidak mengganggu hubungan social antara keduanya. Perbedaan jumlah 
mahar tidak mengganggu interaksi social. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipin terjadi 
perbedaan mencolok dalam hal penentuan mahar antara golongan 
masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa di dusun Tonasa desa 
Songing namun tidak mengganggu hubungan social dalam kehidupan 
sehari-hari. 
D. Pelaksanaan Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Di Tinjau Dari 
Sudut Pandangan Islam 
Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam 
pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan 
dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan 
pernikahan.
80
Ada hal yang harus diperhatikan dalam konsep mahar yaitu 
mahar harus ada dalam pernikahan tetapi disesuaikan dengan keputusan 
budaya masing-masing dan yang wajib memberikan mahar adalah laki-laki. 
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Mahar biasanya disebut sebagai pemberian calon suami kepada 
calon istri, perlu digaris bawahi bahwa bukan hanya pemberian materi 
belaka tetapi sebuah bentuk ketulusan niat melakukan ibadah dan 
memuliakan wanita serta keseriusan dalam akad, termasuk siap 
menanggung apa yang terjadi setelah pernikahan. 
Pada kalangan banyak orang telah menjadikan tradisi mereka tidak 
cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi dibarengi dengan aneka 
ragam hadiah lainnya, baik berupa makanan, pakaian, atau lainnya, sebagai 




Substansi mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada 
calon istri, entah itu berwujud uang,barang, jasa maupun yang lainnya 
dengan suka rela rela dan tanpa diikuti adanya rasa atau anggapan bahwa itu 
dilakukan dalam bentuk paksaan. 
Dalam ayat lain dijelaskan tentang kewajiban memberikan mahar 
sebagaimana dalam al-Qur‟an surah an-Nisa ayat 24 yang berbunyi: 
ْوَره نَّ فَِرْيَضةا   فََما اْستَْمتَْعت ْم بِٖه ِمنْه نَّ فَٰات ْوه نَّ ا ج 
Terjemahnya:  
“Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara 
mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)” 
Selain dalam al-Qur‟an kewajiban mahar disebutkan pula dalam 
hadits Rasulullah sebagai berikut:  
َج َعلِيٌّ فَاِطَمةَ قَاَل لَ  ا تََزوَّ ه  َرس ْول  هللاِ ص: اَْعِطهَا َشْيئاا. َعِن اْبِن َعبَّاس  رض قَاَل: لَمَّ
طَِميَّة ؟ ابو داود و النسائىَ  كاْلح  . قَاَل: اَْيَن ِدْرع    قَاَل: َما ِعْنِدى َشْيء 
Terjemahnya:  
“Dari Ibnu Abbas ia berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, 
Rasulullah SAW berkata kepada Ali: berikanlah sesuatu kepada Fatimah, 
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Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu”. Nabi berkata:” dimana baju 
besimu”. (H.R Abu Dawud).
82
 
Nabi sangat menekankan kepada Ali agar memberikan sesuatu 
apapun kepada Fatimah anak beliau sebagai mahar walau hanya dengan baju 
besi. 
Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk 
mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian 
daricalon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan 
sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.
83
Rasulullah sangat 
menekankan pada umat Islam tentang kewajiban memberikan mahar kepada 
calon istri walau hanya dengar beberapa surah dari al-Qur‟an, sebagaimana 
hadis Rasul yang diriwayatkan oleh al-bukhari dari Sahl bin Sadin sebagai 
berikut: 
ْن َسْهِل ْبِن َسْعد  ع اَنَّ النَّبِيَّ ص َجائَْته  اْمَرأَة  َو قَالَْت: يَا َرس ْوَل هللاِ، اِنِّى قَْد َوهَْبت   َ
ْجنِْيهَا اِْن لَْم يَك ْن لََك  ل  فَقَاَل: يَا َرس ْوَل هللاِ، َزوِّ ا طَِوْيالا. فَقَاَل َرج  نَْفِسى لََك، فَقَاَمْت قِيَاما
 ص: هَْل ِعْنَدَك ِمْن َشْيء  ت ْصِدق هَا اِيَّاه ؟ فَقَاَل: َما ِعْنِدْ  اًِلَّ فِْيهَا َحاَجة . فَقَاَل َرس ْول  هللاِ 
اَِزاِرْ  هَذا. فَقَاَل النَّبِيُّ ص. اِْن اَْعطَْيتَهَا اَِزاَرَك َجلَْسَت ًلَ اَِزاَر لََك، فَاْلتَِمْس َشْيئاا. فَقَاَل: 
. فَاْلتََمَس فَلَْم يَِجْد َشْيئاا. فَقَاَل لَه  النَّبِيُّ ص: َما اَِجد  َشْيئاا. فَقَاَل: اِْلتَِمْس َولَْو خَ  ا ِمْن َحِدْيد  اتَما
يْهَا. فَقَاَل لَه   َور  ي َسمِّ ْوَرة  َكَذا لِس  ْوَرة  َكَذا َو س  ؟ قَاَل: نََعْم. س  هَْل َمَعَك ِمَن ْالق ْرآِن َشْيئ 
ْجت َكهَا بَِما َمَعَك ِمَن  ْالق ْرآِن. احمد و البخارى و مسلمالنَّبِيُّ ص: قَْد َزوَّ  
  
Terjemahnya: 
 “Dari Sahl bin Sa‟ad: bawa seorang perempuan telah datang kepada 
Rasulullah saw kemudian ia berkata: wahai Rasulullah aku datang untuk 
mencintai dirimu seorang. Maka Rasulullah saw..menaikan pandangannya 
kepada perempuan itu dan merendahkan pandangannya kemudian 
menundukkan kepalanya, dan ketika perempuan itu melihat belum ada 
keputusan apa-apa maka perempuan itu pun duduk dan datanglah seorang 
laki-laki dari golongnya dan berkata: wahai Rasulullah jika anda tidak 
punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkanlah aku dengannya, 
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Rasulullah berkata: “apakah kamu mempunyai sesuatu ?” “tidak demi Allah 
ya Rasulullah saya tidak mempunyai apa-apa”, maka Rasulullah berkata : 
“pergilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah kamu menemukan 
sesuatu”. Maka pergilah laki-laki tersebut kemudian datang kembali kepada 
Rasulullah dan laki-laki itu berkata “tidak ada, demi Allah saya tidak 
mendapatkan sesuatu pun, maka Rasulullah berkata “carilah walau pun 
hanya berbentuk cincin besi”,maka laki-laki itu pergi dan kembali lagi 
kemudian ia berkata “demi Allah tidak ada ya Rasulullah walaupun hanya 
sebuah cincin besi akan tetapi ini saya mempunyai sarung, Rasulullah 
berkata apa yang bisa kau lakukan dengan sarungmu ? jika kamu 
memakainya maka tak ada satu pun untuk dia, dan jika ia memakainya maka 
tak akan ada satu pun untukmu, maka duduklah laki-laki itu pada majelis 
tersebut dalam waktu yang lama kemudian ia berdiri. Dan Rasulullah saw. 
melihatnya kemudian memanggilnya dan ketika laki-laki itu datang, 
Rasulullah berkata “apa yang kamu tahu tentang al-Qur‟an”? laki- laki itu 
menjawab “saya menghafal surat ini dan surat ini dan surat ini, kemudian 
Rasulullah berkata “apakah kamu membacakan untuk dia dari hatimu yang 
paling dalam ? laki-laki itu menjawab “ya” Rasulullah berkata “pergilah 




Hadist tersebut menjelaskan bahwasanya ada seseorang yang datang 
mengahdap kepada Rasulullah saw. Laki-laki tersebut meminta tolong 
kepada Rasulullah saw. untuk menikahkan dengan seorang perempuan. 
Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan untuk memberikannya sesuatu 
sebagai bentuk maharnya. Namun karena keadaan laki-laki tersebut 
tergolong orang yang tidak mempunyai materi, maka Rasulullah saw. 
memutuskan kepada laki-laki tersebut untuk menikahinya dengan mahar 
hafalan surat Al-Qur‟an yang telah telah dia hafalkan. Dari uraian tersebut 
dapat kita pahami bahwa diharuskannya si laki- laki memberikan mahar 
kepada perempuan yang akan dinikahinya. 
Mengutip dari penjelasan islam ramli kemudian juga menjelaskan 
bahwa: 
“Mahar dalam pandangan islam tidak hanya dapat diberikan secara 
materi namun dapat diberikan dengan menggunakan keilmuan yakni 
hafalan surah yang terkandung dalam al- quran. yang diberikan 
dengan surah-surah yang ada di dalam al-qur’an mahar dalam 
pernikahan mahar yang di berikan dalam bentuk hafalan berarti laki-
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laki tersebut tidak mempunyai barang apapun yang bisa diberikan 
kepada perempuan untuk dijadikan mahar.”
85
 
Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk 
mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian 
dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan 
dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki.
86
 
Adapun mengenai status hukum mahar para fuqaha sependapat 
bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan 
persetujuan untuk meniadakannya
87
Sedangkan menurut Wahbah Zuhayliy 
mahar bukanlah rukun dan syarat syahnya nikah, melainkan hanya akibat 
dari adanya akad nikah sehingga jika mahar tidak disebutkan dalam akad 
nikah maka hukum perkawinannya adalah sah.
88
Pendapat ini dikuatkan oleh 
Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy yang menyatakan bahwa akad tanpa 
menyebutkan mahar adalah sah namun dibenci (Makruh).
89
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Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mahar merupakan pemberian yang di berikan oleh pihak laki-laki 
kepada pihak perempuan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada 
perempuan tersebut yang diberikan secara ikhlas dan bukan beban.   
2. Masyarakat tentang tradisi mahar pada pernikahan masyarakat di 
dusun Tonasa Desa Songing memandang bahwa mahar merupakan 
factor penentu berlangsungnya suatu pernikahan dan merupakan 
syarat penting pernikahan. Pemberian mahar yang berlebihan 
kemudian tidak sanggup dipenuhi oleh pihak laki-laki dan 
dicemohkan maka hal tersebut tidak seharusnya dilakukan 
dikalangan masyarakat. Dalam kaitan ini ketentuan adat tidak 
selamanya sejalan dengan ketentuan agama yang lebih menitik 
beratkan pada tujuan pernikahan itu sendiri dan bukan pada mahar 
itu sendiri.Perbedaan dalam penentuan jumlah mahar dalam adat 
pernikahan antara golongan bangsawan dan golongan masyarakat 
biasa tidak mengganggu hubungan social antara keduanya. 
Perbedaan jumlah mahar tidak mengganggu interaksi social. 
3. Syariat Islam tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal 
ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara kaya dan 
miskin, lapang dan sempit. Setiap tempat memilki kebiasaan dan 
tradisi yang berbeda pula, sehingga tidak ada batasan tertentu agar 
setiap orang dapat menunaikannyasesuai kemampuan, kondisi 
ekonomi dan adat keluarganya. 
Maka di biarkanlah setiap calon suami menentukan jumlah mahar 
yang di anggap wajar,berdasarkan kesepakatan antara kedua 
keluarga dan sesuai dengan kemampuandan keadaan keuangan dan 
kebiasaan di masing-masing tempat. Yang pentingdalam hal ini 




manfaatnya, baik berupa uang, atau sebentuk cincin atau berupa 
makanan, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur‟an dan 
sebagainya, sepanjang telah disepakati  bersama antara kedua 
pihak.  Maskawin terkadang berupa cincin besi, seuntai bunga 
mawar, atau kalung intan, sesuai dengan kadar kemampuan sang 
suami. 
B. Implikasi 
Saran-saran yang akan penyusun berikan secara umum pada 
masyarakat di dusun Tonasa Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan 
Kabupaten Sinjai: 
1. Penentuan mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan 
sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. 
2. Mahar sebaiknya tidak menjadi kendala atau bahkan sampai terjadi 
pembatalan pernikahan. 
3. Masyarakat setempat harus kembali diberikan pemahaman tentang 







Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 2007. 
Aizid Rizem. Fiqih Keluarga Terlengkap. Yogyakarta: Laksana, 2018. 
Al-Bukhari, Sahih Al-bukhari, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2008), 
440. 
Ansory Isnan. Fiqih Pernikahan. Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020. 
A. Rahim Mame dkk.Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi 
Selatan. : Jakarta Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan 
Daerah, 1978. 
B Halimah.Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Kontemporer. Makassar: 
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin, 2017. 
Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan,  Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
Jakarta: Balai  Pustaka, 1989. 
Emzir. Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2014. 
HidayatYusuf.Panduan Pernikahan Islam.  Cibubur: Guepedia, 2019. 
Husain Muhammad dkk. Sipakatau Konsepsi Etika Masyarakat Bugis. 
Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016. 
Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007 
Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, Juz V,Beirut: Dar al-Fikr, 2008 
Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan, Jakarta: Teraju, 2004 
Kusuma Hadi. Hukum Adat Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1997. 
Lorens Bagus, Kamus Filsafat,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.  
Maisura, Penetapan Mahar dalam Pernikahan pada Masyarakat Gampong 
Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabpaten Pidie Jaya. 
Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN AR-Raniry, 
2018. 
Mardan Dr dkk. Pendidikan Agama Islam Konsep Dasar Bagi Mahasiswa 




Mustafa Dg. Mutadin. Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme 
Beragama (Telaah Kritis dengan Pendekatan Teologis Normatif, 
Dialogis, dan Konvergensif), Jurnal Hunafa. Palu: STAIN 
Datokarama, 2006. 
Nawawi Hadarai.  Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah 
Mada University Press, 1998. 
Pelras Christian. The Bugis. Yogyakarta: Nalar bekerjasama dengan forum 
Jakarta-Paris, Ecole Francaise d’Extreme-Orient (EFEO), 2006. 
Prof. Dr. A.B Wiranata I Gede S.H., M.H. Antropologi Budaya.Bandung : 
PT Citra Aditya Bakti, 2002. 
Prof. Dr. Hajati Sri, S.H.,M.S dkk. Buku Ajar Hukum Adat. Jakarta Timur: 
Kencana, 2018. 
Rosyadi. Wujud Arti dan Fungsi Puncak-puncak Kebudayaan Lama dan 
Asli Bagi Masyarakat Pendukung di Jawa Barat. Jakarta: Bagian 
Proyek Pengkajian, 1995. 
Soeroto Myrtha. Bugis Makassar. Inggris: Myrtle Publishing, 2003. 
Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2012. 
Sutardi Tedi. Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya. Bandung: Pt 
Setia Purna Inves, 2007. 
Sutrisno Adi dkk.Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan 
Perbatasan.Malang: Intelegensia Media, 2020. 
Syaikh Muhammad Amin al-Kurdiy, Tanwir al-Qulub, Beirut: Dar al-Kutub 
al-‘Ilmiyah,  1995) 
 
Skripsi 
Nurwahidah, Kedudukan Sompa(Mahar) dan Uang Belanja dalam 
Perkawinan di Masyarakat Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai 






http://pengertiannilai.com diakses 20  Januari 2021 




http://www.ragambudaya.com diakses tanggal 20 Januari 2021 
 
Lain-lain 
Muhammad Rashid Ridha, Tafsir al-Mannar, Kairo: t.p, 1973 
Mustafa al-Maraghi, Terjemah Tafsir al-Maraghi, vol. IV, 330. 
Mutawalli al-Sya’rawi, Tafsir as-Sya’rawi, (al-Qahirah:Akhbar al- Yawm, 
1999), Jilid 4, 2014. 





Gambar 1. Wawancara dengan Jumadil Staff Desa Songing 
 
 






Gambar 3. Wawancara dengan Amiruddin Mantan Imam Desa 
Songing 
 






Gambar 5. Wawancara dengan Ramli Imam Desa Songing 
 








Gambar 7. Wawancara dengan Hidayatul Pemuda Desa Songing 
 







Gambar 9. Wawancara dengan Guntur Pemuda Desa Songing 
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